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Nama Auditi : PT MUTIARA KALJA PERMA UNIT I 
Ruang Lingkup 
Sertifikasi 

: Sertifikasi PHL pada PBPH PT  Mutara Kalja Permai Unit I seluas ± 
75.120 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara  Prov. Kalimantan Timur 

Tahapan Kegiatan : Audit Khusus Pengaktifan Kembali S-PHL (Penilikan Ke-4)  
Tanggal Audit : 6 - 13 November 2024 

 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI dan VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN 

AUDIT KHUSUS PENGAKTIFAN KEMBALI S-PHL (PENILIKAN KE-4) : 

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma 

Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Nomor Akreditasi 

KAN 
: 

LPVI.017.IDN  

Masa berlaku  20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 

e. Penetapan LPVI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.4767/MenLHK-

PHL/Set.5/KUM tanggal 13 April 2023 

f. Penanggung Jawab 

LPVI 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU  

h. Tim Audit : 1) Ir. Wasis Kuncoro  (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 

2) Sasmita Munandari, S.Hut  (Auditor Prasyarat ) 

3) Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi) 

4) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor Ekologi) 

5) M. Ngizudin, S.Hut (Auditor VLHH Kayu) 

 

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI 

a. Nama PBPH : PT  MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I 

b. Alamat Kantor Pusat 

 

Alamat Kantor 

Cabang       

: 

 

: 

Rukan Exclusive Blok D No. 16 Bukit Golf Mediterania – PIK Jl. 

Marina Raya Jakarta Utara - 11470 

Jl. Basuki Rachmad No 2 C RT 015 Kelurahan Bugis Kecamatan 

Samarinda Kota, Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur 

c. Nomor SK PBPH 

SK Perubahan 

: 

:      

SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 

SK. 857/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 

2021 

d. Luas dan Lokasi 

Areal PBPH 

: 

 

Hutan Produksi Hutan Alam seluas ± 75.120 Hektar  di 

Kab.Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 

e. Jenis Usaha 

Pemanfaatan Hutan 

: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi 

pada Kawasan Hutan Alam 

f. Pengurus Badan 

Usaha 

: -  Sik Rudy Wongso ( Komisaris Utama ) 

-  Djohan Tobing (Komisaris) 

-  Ir. H. Muhammad Saleh Selamat (Komisaris) 

-  Edi Triono, S.Hut ( Direktur Utama) 

-  Maya Zulfani (Direktur) 

g. MR Kegiatan Audit : Ir. Gazali Rachman (Kepala Bagian Perencanaan Hutan) 
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3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN  

3.1 KEGIATAN AUDIT : 

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah : 

a) Sebelum penilaian lapangan, dilakukan dengan : 

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 6 November 2024 di Kantor BPHL Wil. XI 

Samarinda Jalan Rapak Indah di Samarinda diterima oleh Bpk. Antonci Leo (Kasi 

PEPHPHL). 

2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 6 November 2024 di Kantor 

Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur di Samarinda, diterima oleh Bpk.  M. 

Subiyantoro, S Hut. M.Si (Kabid. Pengelolaan DAS dan RHL) 

b) Setelah penilaian lapangan, dilakukan dengan : 

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 13 November 2024 di Kantor BPHL Wil. XI 

Samarinda Jalan Rapak Indah - Samarinda diterima oleh Bpk. Antonci Leo (Kasi 

PEPHPHL) 

2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 13 November 2024 di Kantor 

Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur di Samarinda, diterima oleh Bpk. Dadang 

Rukmana (Sub Koordinator Seksi PPKH) 

 

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat : 

 Konsultasi Publik tidak dilaksanakan karena ini audit Khusus Pengaktifan kembali S-

PHL Penilikan ke-4 (keempat) 

 

3) Penilaian Kinerja PHL : 

Dilakukan mulai tanggal 6 - 13 November 2024 di lokasi areal PBPH PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I di Kab. Kutai Kartanegara  -  Provinsi Kaltim, meliputi kegiatan : 

 

No

. 

Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan 

 

1. Pertemuan 

Pembukaan 

7 

November 

2024 

- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap 

auditor terkait. 

- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi 

pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim 

audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, 

waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, 

rincian kegiatan audit dan temuan audit. 

2. Verifikasi 

Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

7 -10 

November 

2024 

- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai 

Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen 

dan rekaman pada rentang waktu 18 

(delapanbelas) bulan 

- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan 

kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. 

SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 

berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang 

waktu 18 bulan 
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No

. 

Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan 

 

3. Pertemuan 

Penutupan 

11 

November 

2024 

- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap 

auditor terkait. 

- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan 

terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian 

temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan 

berikutnya. 

- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan 

kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya. 

 

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

a) Tanggal  :   26 November 2024 

b) Hasil Keputusan :  

1) PT Mutiara Kalja Permai Unit I dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :  

- Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 63,49%; dan 

- Memenuhi Standar VLHH Kayu 

atau LULUS dengan predikat SEDANG 

2) S-PHL PT Mutiara Kalja Permai Unit I registrasi No. 038.SPHPL.019-IDN, diaktifkan 

kembali terhitung tanggal 26 November 2024. 
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4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI 

1. Kriteria : PRASYARAT 

1) Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 

sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, 

Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3   

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen Legal SK PBPH :  

1. PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki izin pemanfaatan kayu hutan alam 

sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 

SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 02 Agustus 2013  tentang Pemberian 

Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 

Alam PT Mutiara Kalja Permai Unit I Atas Areal Hutan Produksi Seluas 

±75.120 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 

Timur, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 18 Mei 

2010 untuk jangka waktu 45 tahun (sampai dengan tahun 2055). SK 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tanggal 02 

Agustus 2013 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro Hukum 

dan Organisasi.Terdapat lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 02 Agustus 2013. 

2. Nomenklatur PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 

SK.857/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.553/MENHUT-II/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pemberian 

Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 

Alam kepada PT Mutiara Kalja Permai Unit I atas Areal Hutan Produksi 

seluas ± 75.120 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 

Timur.  
 

Dokumen Legal Perusahaan :  

1. Akta pendirian perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Unit I Notaris M.M.I 

Wiardi S.H., dengan No. 42 tanggal 20 Juni 1987, disahkan oleh 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan No. 

AHU-37616.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 06 Agustus 2009. 

2. Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 23 September 2020, oleh Notaris 

Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H yang telah mendapatkan pengesahan 

sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepubIik 

Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390806 dengan Daftar Perseroan No. 

AHU-0160982.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 September 2020. 

3. Susunan pengurus perusahaan :  

Direktur Utama  : Edi Triono  

Direktur  : Maya Zulfani  
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Komisaris Utama  : Sik Rudy Wongso  

Komisaris  : Djohan Tobing  

Saleh Selamat  

4. Kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I dengan NIB 9120001292589 tanggal 28 Februari 2019 

(Perubahan ke – 1 tanggal 13 Desember 2022) 

5. Kepemilikan NPWP PT Mutiara Kalja Permai Unit I :  

- No. 01.329.140.6-722.000  

- Penerbit : KPP Pratama Samarinda  

Dokumen tata batas : 

RKUPHHK-HA periode tahun 2016 – 2025 No. SK.1381/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 Jo. RKUPH No. 8100 Tahun 

2024 tanggal 04 Juni 2024 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 

2016 – 2025 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Provinsi Kalimantan 

Timur batas luar areal kerja seluruhnya adalah 147.023 meter. Dari batas 

tersebut yang sudah dilakukan penataan batas sepanjang 118.253 meter 

(80,43 %) dan yang belum dilakukan tata batas sepanjang 28.770 meter 

(19,57 %). Dokumen tata batas mengacu pada :  

- Laporan TBT No. 584 tahun 1992 

- Laporan TBT No. 652 tahun1992 

- Laporan TBT No. 776 tahun 1993  

- Laporan TBT No. 1.278 tahun 1997  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki kewajiban untuk merekonstruksi 

batasnya kembali dan telah menyusun dokumen Rencana Penataan 

Batas/Pedoman Tata Batas No. 13/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tentang 

penataan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada 

hutan alam PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan batas persekutuan dengan 

IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT Barito Nusantara 

Indah, dan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai, di Kabupaten Kutai 

Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. 

Tersedia Rencana Penataan Batas PT Mutiara Kalja Permai Unit I dibuat 

tangal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur 

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal 

Planologi Kehutanan pada tanggal 27 Februari 2017.  

2. Verifier 1.1.2 

( Bobot : 2 ) 

 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Sesuai RKUPHHK-HA periode tahun 2016 – 2025 No. SK.1381/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 Jo. RKUPH No. 8100 Tahun 

2024 tanggal 04 Juni 2024 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 

2016 – 2025 realisasi pelaksanaan tata batas areal PBPH PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I sebesar 80,43 % (belum temu gelang) dari rencana tata batas 
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seluruhnya adalah 147.023 meter,  realisasi  penataan batas telah dilakukan 

sepanjang 118.253 meter dan yang belum dilakukan tata batas sepanjang 

28.770 meter (19,57 %). Berikut realisasi tata batas PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I :  

No Jenis Batas 
Total Panjang 

Sudah Tata 

Batas 

Belum Tata 

Batas 

Keterang-

an 

Meter % Meter % Meter %  

I Batas Sendiri         

1 Hutan Negara         

 HPT/HL 28.770 19,57  - - 28.770 19,57  

II Batas 

Persekutuan  

       

1 PT Mutiara 

Kalja Permai  

60,810 41,36 60.810 41,36 - - TBT No. 

652 Tahun 

1992 

2 PT Belayan 

River Timber  

30.630 20,83 30.630 20,83 - - TBT No. 

776 Tahun 

1993 

TBT No. 

584 Tahun 

1992  

3 PT Barito 

Nusantara 

Indah  

26.813 18,24 26.813 18,24 - - TBT No. 

1278 

Tahun 

1997  

 Jumlah  147.023 100,00 118.253 80,43 28.770 19,57  

Pada saat pelaksanaan kegiatan audit PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

mengajukan surat permohonan penerbitan Instruksi Kerja Tata Batas kepada 

BPKHTL Wilayah IV Samarinda sesuai dengan Surat No.5/MKP-I/SMD/I/2023 

tanggal 30 Januari 2023 dan sampai dengan saat audit dilaksanakan, 

instruksi kerja belum terbit.  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum melakukan pemeliharaan tata batas, 

hal ini dibuktikan dengan ditemukannya pal – pal batas yang kondisinya telah 

lapuk, tulisan mulai pudar, dan pal batas tidak kokoh pada saat dilakukan 

pengecekan lapangan oleh auditor.  

3. Verifier 1.1.3 

( Bobot : 1 ) 

: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK 

(Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

NILAI KINERJA : NOT APPLICABLE / NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Tidak ada penggunaan areal PBPH oleh perizinan berusaha diluar skema 

perizinan KLHK 

4. Verifier 1.1.4 

( Bobot : 2 ) 

 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit tidak terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain baik 

pemegang izin lain maupun oleh masyarakat sekitar. Besarnya penguasaan 

lahan oleh auditi selaku pemegang izin PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

sebesar ±75.120 Ha atau sebesar 100 %.  

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (13/15) x 100% = 86,67 % (BAIK) 
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Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 3 

 

2) Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 

( Bobot : 1 ) 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan PHL 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen visi, misi dan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 01/MKP-

I/SMD-Dir/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dengan uraian sebagai berikut 

: 

VISI :  

1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip 

– prinsip Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)  

2. Memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga 

kehidupan  

3. Memberdayakan masyarakat dan potensi ekonomi dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal IUPHHK 

 

MISI :  

1. Mewujudkan pengelolaan hutan produktif yang efektif, efisien dan dijamin 

dengan kepastian hukum terhadap status dan keberadaan kawasan hutan 

2. Meningkatkan kualitas, potensi, dan produktivitas hutan produksi  

3. Meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme pengelolaan 

hutan produksi  

4. Mewujudkan perdayaan kelembagaan masyarakat melalui pengelolaan 

hutan pola partisipatif untuk menjamin terselenggaranya distribusi 

manfaat hutan secara efisien, adil, dan merata  

5. Memacu pembangunan wilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha  

6. Meningkatkan lapangan kerja, kesempatan usaha, pendapatan 

masyarakat, pengembangan wilayah, dan penerimaan devisa  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap 

masyarakat desa terdampak yakni di Desa Tiq dan Desa Sidomulyo. Kegiatan 

sosialisasi telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan 

Daftar Hadir, namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilengkapi 

dokumentasi kegiatan. Selain itu, hasil verifikasi menunjukkan kegiatan 

sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh di beberapa aspek 

pengelolaan hutan lestari, dan sosialisasi belum dilakukan kepada karyawan 

dan mitra perusahaan.  
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2. Verifier 1.2.2 

( Bobot : 2 ) 

 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan,  masih terdapat kegiatan 

yang tidak sesuai dengan kerangka PHL 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi Visi – Misi PT Mutiara Kalja Permai Unit I tercapai sebesar 

70,02 % (SEDANG) dengan uraian penilaian sebagai berikut :  

1. Mewujudkan pengelolaan hutan produktif yang efektif, efisien dan dijamin 

dengan kepastian hukum terhadap status dan keberadaan kawasan hutan 

telah di implementasikan dengan ketersediaan dokumen legalitas 

perusahaan yang sah, dokumen tata batas sesuai tingkat realiasasi, dan 

penguasaan areal kawasan hutan (Bobot 0,7, Nilai 11,67 %)  

2. Meningkatkan kualitas, potensi, dan produktivitas hutan produksi telah di 

implementasikan namun masih belum mencapai target (Bobot 0,7, Nilai 

11,67 %)  

3. Meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme pengelolaan 

hutan produksi meliputi peningkatan kompetensi SDM dan ketercukupan 

tenaga profesional kehutanan (GANIS PH) telah tersedia namun 

keterpenuhan masih belum maksimal (Bobot 0,7, Nilai 11,67 % ) 

4. Mewujudkan pemerdayaan kelembagaan masyarakat melalui pengelolaan 

hutan pola partisipatif untuk menjamin terselenggaranya distribusi 

manfaat hutan secara efisien, adil, dan merata belum tersedia batas 

pasrtisipatif antar namun sudah ada kesepakatan batas antar desa dan 

tersedia di dalam peta. (Bobot 0,7, Nilai 11,67 %)  

5. Memacu pembangunan wilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha telah diimplementasikan dengan memberikan 

lapangan kerja kepada masyarakat desa setempat yang bersinggungan 

dengan perusahaan, namun implementasi tersebut belum maksimal 

(Bobot 0,7, Nilai 11,67 %)  

6. Meningkatkan lapangan kerja, kesempatan usaha, pendapatan 

masyarakat, pengembangan wilayah, dan penerimaan devisa telah 

diimplementasikan oleh perusahaan namun belum maksimal (Bobot 0,7, 

Nilai 11,67 %) 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 6/9 ) x 100% = 66,67 % (SEDANG) 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 
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3) Indikator 1.3 :  

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan 

tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 

1. Verifier 1.3.1 

( Bobot : 2 ) 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin 

terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki Struktur Organisasi yang telah 

ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai Surat Keputusan No. 15/Kpts-

MKPI/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dan telah tersedia Job Description.  

Struktur Organisasi PT Mutiara Kalja Permai Unit I masih terdapat divisi – 

divisi yang vacant/kosong. Masih ditemukan personil – personil yang 

rangkap jabatan.  

2. Verifier 1.3.2 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 

tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada 

setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki tenaga profesional kehutanan 

berupa Sarjana Kehutanan dan tenaga menengah kehutanan sesuai Daftar 

Sarjana Kehutanan per tanggal 30 September 2024 sebanyak 6 (enam) 

personil.  

Realisasi ketersediaan GANIS PH di PT Mutiara Kalja Permai Unit I mencapai 

70 % dengan uraian :  

GANIS PH 
Rencana 

(orang) 

Realisasi 

(orang) 
Status  

GANIS PH 

KURPET  

1 - Belum memiliki GANIS PH 

Kurpet  

GANIS PH 

NENHUT  

1 - Belum memiliki GANIS PH 

Nenhut  

GANIS PH 

BINHUT  

2 3 Personil telah habis masa 

belaku register,  penugasan 

dan penempatan  

GANIS PH 

CANHUT  

2 1 Personil masih aktif masa 

berlaku register, 

penugasan, dan 

penempatan  

GANIS PH 

PKB  

 4 3 Personil masih aktif masa 

berlaku register, 

penugasan, dan 

penempatan  

Jumlah 10 7  

Personil GANIS PH telah sesuai dengan Daftar Karyawan. 
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3. Verifier 1.3.3 

( Bobot : 2 ) 

: Peningkatan kompetensi SDM 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Realisasi pelatihan/peningkatan SDM selama periode audit 87,50 % namun 

dalam realisasinya jenis kegiatan perlu ditingkatkan agar seluruh karyawan 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan/diklat/bimtek/peningkatan kemampuan/keahlian. 

4. Verifier 1.3.4 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 

kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan 

tenaga lain) 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 X 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen ketenagakerjaan 

terkait GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu : 

1. Ijazah dan sertifikat pelatihan tersedia lengkap 

2. Kartu GANISPH diverifikasi lengkap namun masih terdapat GANIS PH 

yang masa penugasannya telah habis masa berlakunya 

3. SK Persetujuan penugasan GANISPH telah diverifikasi namun masih 

terdapat GANIS PH yang masa penugasannya telah habis masa 

berlakunya dan belum dilakukan perpanjangan.  

4. SK Penempatan GANISPH telah diverifikasi, namun masih terdapat 

GANIS PH yang masa penempatannya telah habis masa berlakunya dan 

belum dilakukan perpanjangan.  

5. Sertifikat Uji Kompetensi tersedia dan telah diverifikasi, namun masih 

terdapat GANIS PH yang belum melakukan kegiatan Uji Kompetensi  

6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi sudah tersaji lengkap 

7. Surat keterangan dari Direktur mengenai GANIS PH sebagai karyawan 

tetap  

8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti 

penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, 

jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam Peraturan 

Perusahaan telah dipenuhi dengan baik. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 14/21 ) x 100% = 66,67 % (SEDANG) 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 
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4) Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan 
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian 
(Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 
 

1. Verifier 1.4.1 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki Sistem Informasi Manajemen 

berbasis Digital sesuai SK Direktur Perusahaan No. 07/MKP-I/X/2024 tanggal 

01 Oktober 2024 berupa peralatan administrasi, komunikasi, dan akses 

internet, namun masih ditemukan peralatan berupa Radio Rig (1 alat) dalam 

kondisi yang tidak dapat digunakan untuk komunikasi. 

2. Verifier 1.4.2 

( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki Personel Satuan Pengawas 

Internal dengan susunan sebagai berikut :  

Ketua  : Edward Muljadi  

Anggota  : Sandy Ruslim  

Susunan pengurus SPI ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Direktur 

Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I No. 03/KPTS-MKPI/I/2021 tanggal 18 

Januari 2021. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala namun monitoring kegiatan SPI di tahun 2023 dan tahun 2024 masih 

terbatas kepada perlindungan dan pengamanan hutan dan belum dilakukan 

menyeluruh pada setiap aspek kegiatan pengelolaan hutan.  

3. Verifier 1.4.3 

( Bobot : 2 ) 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring 

dan evaluasi. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 X 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membuat tindakan koreksi dan 

pencegahan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan hasil monitoring 

yang dilakukan secara berkala namun tindakan koreksi belum dilengkapi 

dengan bukti dokumentasi kegiatan. 

4. Verifier 1.4.4 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian 

LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Oceanias Timber Products telah memiliki personil yang ditugaskan untuk 

menjalankan sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan sebagaiman penunjukkan dari Direksi PT Oceanias 

Timber Products   sebagai berikut : 
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Operator 
Personil yang 

Ditugaskan 
Surat Penunjukkan 

SIPUHH  Prihatini 

Hayati,S.Hut  

Surat Penunjukkan No. 8/MKP-

I/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024  

SIPNBP Saprani Surat Penunjukkan No. 9/MKP-

I/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024  

SIGANISHUT  Rohan Sofianto  Surat Penunjukkan No. 11/MKP-

I/X/2014 tanggal 02 Oktober 2024 

SIPONGI  Gazali Rachman  Surat Penunjukkan No. 12/MKP-

I/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024  

SIPASHUT Rohan Sofianto  Surat Penunjukkan Operator Sistem 

Pengendalian Usaha Pemanfaatan 

Hutan (SIPASHUT) no. 14/MKP-

I/XI/2024 tanggal 02 Oktober 2024  

SIMPEL Prihatini Hayati, 

S.Hut  

Surat Penunjukkan No. 13/MKP-

I/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I menunjuk penanggung jawab SIM (Sistem 

Informasi Manajemen) sesuai dengan kompetensi di atas. Kepatuhan 

pelaporan SIM KemenLHK diverifikasi sebagai berikut : 

1) Implementasi SIMPEL berupa pelaporan RKL – RPL belum dilakukan oleh 

perusahaan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara dokumen 

lingkungan dengan permintaan dokumen di aplikasi. Laporan Limbah B3 

belum ada pelaporan dikarenakan PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum 

memiliki izin Limbah B3 

2) Implementasi pelaporan SIPUHH telah sesuai dengan ketentuan 

3) Implementasi pelaporan SIPNBP telah sesuai dengan ketentuan  

4) Implementasi pelaporan SIGANISHUT telah sesuai dengan ketentuan 

namun hanya 4 GANIS PH saja yang terdaftar di SIGANISHUT untuk 3 

GANIS PH BINHUT belum melakukan pembaharuan penugasan dan 

penempatan melalui sistem.  

5) Implementasi pelaporan SIPASHUT belum dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dikarenakan RKUPH masih dalam proses validasi KLHK 

sehingga RKT tahun 2024 belum terbit. 

6) Implementasi pelaporan SIPONGI telah sesuai dengan ketentuan namun 

tidak dilakukan secara rutin setiap bulan nya. Hasil pengecekan 

menunjukkan selama periode September 2023 – Agustus 2024 tidak ada 

pelaporan SIPONGI. Informasi dari Ibu Tini (PIC Ekologi) pelaporan 

September 2023 – Agustus 2024 tidak dilaporkan karena tidak ada 

kegiatan di perusahaan 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (14/21) x 100% = 66,67 % (SEDANG) 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 
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5) Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Sosialisasi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan telah 

dilakukan PT Mutiara Kalja Permai Unit I kepada masyarakat Desa Tiq dan 

Desa Sidomulyo, yang dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi yang 

dilengkapi Daftar Hadir, namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilengkapi 

dokumentasi kegiatan. Selain itu, hasil verifikasi menunjukkan kegiatan 

sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh di beberapa aspek 

pengelolaan hutan lestari, dan sosialisasi belum dilakukan kepada karyawan 

perusahaan. 

2. Verifier 1.5.2 

( Bobot : 1 ) 

 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Kawasan Lindung yang telah 

ditetapkan oleh Direktur Utama atas nama Edi triono, S.Hut dengan Surat 

Keputusan No. 19/Kpts-MKPI/XI/2024 tanggal 01 November 2024 seluas 

4.883 ha dengan rincian sebagai berikut :  

Hutan Lindung  : 576 ha  

Buffer Zone Hutan Lindung  : 1.911 ha  

Kebun Benih  : 600 ha  

Sempadan Sungai  : 1.196 ha  

KPPN  : 600 ha  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap 

masyarakat desa terdampak yakni di Desa Tiq dan Desa Sidomulyo. Kegiatan 

sosialisasi telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan 

Daftar Hadir, namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilengkapi 

dokumentasi kegiatan. Selain itu, hasil verifikasi menunjukkan kegiatan 

sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh di beberapa aspek 

pengelolaan hutan lestari, dan sosialisasi belum dilakukan kepada karyawan 

perusahaan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 6/9 ) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 
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2. Kriteria : PRODUKSI 

 

6) Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

1. Verifier 2.1.1  

( Bobot : 1 ) 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang. 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen RKUPH 

periode berjalan tahun 2023 - 2032 yang telah disahkan oleh  Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, atas nama Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan SK.1381/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/4/2016 tanggal 16 April 

2016 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK 

Pengesahannya. 

b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan 

Oktober 2024  pernah dilakukan revisi yaitu  Perubahan Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2016 – 2025   PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I  yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8100 Tahun 2024 tanggal 8 Juni 

2024, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK 

Pengesahannya. 

c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH / Revisi terakhir 

RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah sesuai dengan kondisinya di 

lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan 

hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya 

yang menyebabkan RKUPH harus direvisi. 

2. Verifier 2.1.2  

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka 

panjang. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Penataan areal kerja PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai Perubahan 

RKUPH yang disahkan, meliputi : 

A. Kawasan Lindung: 4.883 Ha 

1. Hutan Lindung: 576 Ha 

2. Buffer Zone Hutan Lindung: 1.911 Ha 

3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN): 600 Ha 

4. Kebun Benih (KB): 600 Ha 

5. Swakelola  

a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan: 1.196 Ha 

1) Pemulihan Lingkungan: 1.196 Ha 

a) Sempadan Sungai: 1.196 Ha 

2) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon 

B. Areal Produksi: 70.237 Ha 

1. Swakelola: 70.087 Ha 

b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami: 69.312 Ha 

1) Berhutan dengan sistem TPTI: 68.019 HA 

a) Areal Tebangan TPTI: 67.419 Ha 

b) Calon Petak Ukur Permanen: 600 Ha 

2) Penanaman Non Hutan (Teknik SILIN): 1.293 Ha 

c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

1) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon 

2) Sarana Prasarana: 755 Ha 
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2. Kemitraan Konsesi Pola Agroforestri: 150 Ha 

3. Penanaman jenis karet, sengon, gaharu, gmelina, coklat, pinang, 

randu, jagung dan pepaya: 150 Ha 

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha 

pemanfaatan hutan yang dikembangkan : 

1) RKT Tahun 2023 tidak mengesahkan RKTPH 

2) RKT Tahun 2024 
No. Jenis Usaha 

Pemanfaatan 

Hutan 

Luas (Hektar) Letak  

(Peta RKT dan RKU) RKT RKU 

1. 
Kayu Hutan Alam 

(TPTI) 

2.228 2276 Kode BlokV  

 100% 

2. 
Pemanfaatan jasa 

lingkungan.   

- - - 

- 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum menata areal kerja untuk kegiatan 

usaha pemanfaatan jasa lingkungan.   

 

3. Verifier 2.1.3 

( Bobot : 1 ) 

: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit 

usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap 

RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 

 

1) RKT Tahun 2023, PT Mutiara Kalja Permai Unit I  tidak mengesahkan RKTPH 

2) RKT Tahun 2024 

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam TPTI: 

- IS  5%  

- Titik Koordinat : 0°58’22,0”N 115°48’05,8”E s.d 0°58’22,4”N 

115°48’37,6”E 

- Tanda batas terlihat jelas pada sebagian trayek sampel, meliputi 

keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak. 

b) PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum menata areal kerja untuk kegiatan 

usaha pemanfaatan jasa lingkungan. 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 9/12 ) X 100%  = 75,00%  (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

:  2 

 

7) Indikator 2.2 :  

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa 

lingkungan 

 

1. Verifier 2.2.1 

( Bobot : 1 ) 

 

: Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki data potensi untuk setiap 

jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa: 

No. Jenis Usaha Sumber Data Potensi 
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1 Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Tumbuh Alami 

dengan sistim silvikultur 

TPTI  

IHMB tahun 2015 

Laporan Hasil Cruising Blok TPTI 2023 dan 

2024. 

3 Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan (Penyerapan 

dan Penyimpanan 

Karbon) 

Belum direncanakan pada RKT 2024, 

belum menyusun dokumen DRAM  

 

b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta 

Lampirannya 

c) Berdasarkan data LHC  Blok TPTI RKT 2024 diketahui potensi pohon 

berdiameter di atas 50 cm adalah 45.507,63 m3. Hasil pengamatan lapangan 

kurang sesuai, terdapat perbedaan hasil pengukuran pada sebagian data 

LHC dengan lapangan. 

 

2. Verifier 2.2.2 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilakukan 

sesuai daya dukungnya, berdasarkan : 

a) Volume produksi ditentukan berdasarkan Etat luas RKU yang dihitung dari  

luas areal efektif 68.019 Ha dengan daur 30  tahun atau 23.378 Ha/10 tahun. 

Etat volume 833.239,32 m3/10 tahun berdasarkan sediaan saat IHMB, Etat 

volume belum menggunakan hasil pengukuran riap pohon.  

b) Realisasi produksi tidak pernah melampaui jatah tebangan yang telah 

ditetapkan. 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 6/9 ) x 100% = 66,67%   ( SEDANG ) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

:  2 

 

8) Indikator 2.3 :  

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

 

1. Verifier 2.3.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I  telah membuat SOP untuk kegiatan 

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam sistim silvikultur TPTI, 

meliputi  : 

No. Judul  
Tanggal 

Pembuatan 

Pedoman Teknis / 

Acuan 

1 SOP Penataan Areal Kerja 

(PAK) 

24  Mei 2021. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

2 SOP Inventarisasi Tegakan 

Sebelum Penebangan  

23  Mei 2016. Tidak 

menyebutkan 

acuan 
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3 SOP Pembukaan Wilayah 

Hutan  

24  Mei 2021. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

4 SOP Pembakalan  23  Mei 2016. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

5 SOP Persemaian  23  Mei 2016. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

6 SOP Pengayaan dan 

Rehabilitasi 

24  Mei 2021. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

7 SOP Pemeliharaan tanaman 23  Mei 2016. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

8 SOP Pembebasan  24  Mei 2021 Tidak 

menyebutkan 

acuan 

9 SOP Perlindungan & 

Pengamanan Hutan  

23  Mei 2016. Tidak 

menyebutkan 

acuan 

 

SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia lengkap tetapi isinya 

belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. 

b) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum membuat SOP tahap kegiatan  

usaha pemanfaatan jasa lingkungan (pemulihan lingkungan dan penyimpanan 

dan penyerapan karbon). 

 

2. Verifier 2.3.2 

( Bobot : 2 ) 

: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Tingkat implementasi SOP di lapangan : 

1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam sistim silvikultur TPTI  

belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu tidak melakukan 

pembukaan jalan (PWH) baru karena menggunakan jalan yang telah ada, 

tidak ada kegiatan pemanenan karena belum mengesahkan RKTPH. 

2) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan tidak  memiliki SOP dan tidak 

melaksanakan tahapan kegiatan di lapangan. 

b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan 

pemeriksaan kesesuaiannya, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam 

pada kegiatan: 

1) Penataan areal kerja, dinilai belum sesuai  dalam hal metode dan alat 

pengukuran dan  data hasil pengukuran tidak mencerminkan kondisi 

topografi. 

2) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, dinilai belum sesuai dalam 

hal  kelengkapan peta sebaran pohon, informasi keadaan lapangan pada 

peta, metode pengukuran dimensi pohon, dan sketsa posisi pohon 

3) Persemaian, dinilai belum sesuai dalam hal tidak terdapat papan mutasi 

bibit, dan laporan persemaian 

4) Pengayaan dan rehabilitasi dinilai belum sesuai dalam hal keberadaan 

hasil identifikasi tempat terbuka dan kurang permudaan beserta 
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sketsanya, keberadaan peta kerja setiap petak dengan skala 1:1.000, dan 

keberadaan rekap data hasil kegiatan setiap petak kerja 

5) Pemeliharaan dinilai belum sesuai dalam tidak terdapat laporan hasil 

kegiatan yang memuat lokasi dan rekapitulasi hasil kegiatan 

pemeliharaan 

6) Perlindungan hutan dinilai belum sesuai dalam hal tidak struktur 

organisasi yang lengkap beserta sarana prasarana. 

3. Verifier 2.3.3 

( Bobot : 2 ) 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam 

menjamin kelestarian hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Selama periode audit tahun 2023  dan 2024 PBPH PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I memiliki rencana penanaman meskipun tidak ada pengesahan RKT 

2023 sementara itu RKT 2024 juga belum disahkan.  Berdasarkan laporan 

bulanan Desember 2023, PT Mutiara Kalja Permai Unit I merealisasikan 

penanaman pengayaan/rehabilitasi di bekas tebangan RKT 2022 seluas 16 Ha 

atau 80% dari rencana yang ditetapkan 20 Ha.  

Nilai Kinerja Indikator : ( 9 / 15 )  x 100% = 60,00% ( SEDANG ) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

4) Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

 

1. Verifier 2.4.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membuat SOP penerapan 

teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu hutan alam sistim silvikultur TPTI, meliputi  : 

 
No. JUDUL  

 

Tanggal 

Pembuatan 

PEDOMAN TEKNIS ACUAN 

1 Reduced Impact Logging 

Nomor SO-2-04, 

23  Mei 

2016, dan 

belum 

mengalami 

revisi. 

Tidak mencantumkan 

acuan 

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah 

memperhatikan karakteristik biofisik setempat dengan medan bergelombang 

dengan sistim silvikultur TPTI. 

b) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum membuat SOP penerapan 

teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan. 

 

2. Verifier 2.4.2 

( Bobot : 2 ) 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada saat audit ini dilaksanakan, PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak 

mengesahkan RKT 2023 dan belum mengesahkan RKT 2024. Kegiatan 

operasional pemanenan belum berlangsung. Implementasi teknologi ramah 

lingkungan seharusnya dapat ditunjukkan pada tahap kegiatan perencanaan, 

namun demikian belum ada bukti pelaksanaan tahapan tersebut. Dengan 
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demikian teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

hutan alam  belum diterapkan pada seluruh tahap kegiatan. 

3. Verifier 2.4.3 

( Bobot : 2 ) 

 

: Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode audit  ini PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak mengesahkan 

RKTPH sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanenan. Penilaian kerusakan 

tegakan tinggal mempertimbangkan kinerja implementasi pada periode penilaian 

sebelumnya. 

Adapun berdasarkan laporan pengukuran kerusakan tegakan, PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I pernah mampu menjaga kerusakan tegakan tinggal dari kegiatan 

pemanenan, dengan kondisi tingkat kerusakan Pohon = 5,68%, Tiang = 3,79%, 

pancang = 0,17% dan semai 0,14 % rata-rata kerusakan sebesar 2,45 %. Namun 

demikian plot pengamatan tidak dapat diverifikasi di lapangan karena 

terputusnya akses jalan menuju lokasi. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 7 / 15 ) x 100% = 46,67%   ( BURUK ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 1  

 

5) Indikator 2.5 :  

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 

1. Verifier 2.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada saat audit ini dilaksanakan, PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki 

dengan lengkap  RKTPH yang telah disahkan. Tahun 2023 tidak mengesahkan 

RKTPH dan RKTPH 2024 belum disahkan. 

2. Verifier 2.5.2 

( Bobot : 1 ) 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I membuat Peta Kerja Penataan Areal 

Kerja dan Peta Kerja Pembukaan Wilayah Hutan untuk setiap blok usaha 

pemanfaatan hutan kayu  pada RKT Tahun 2023 dan Tahun 2024. 

b) Penilaian kesesuaian peta kerja dengan Peta RKTPH tidak dapat dilakukan 

karena PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak mengesahkan RKTPH 2023, 

demikian pula dengan RKT 2024 belum disahkan. 

3. Verifier 2.5.3 

( Bobot : 2 ) 

 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan observasi lapangan didapatkan kondisi penandaan batas blok 

sebagai berikut: 

1. Batas blok RKT 2023 tidak diperiksa karena tidak ada pengesahan 

RKTPH.  

2. Batas blok rencana usulan RKT 2024 sistim silvikultur TPTI dapat 

disaksikan keberadaan: 

- Plang Blok RKT 2024 warna biru bertuliskan informasi nama 

perusahaan dan blok RKT 2024, pada posisi geografis koordinat 

0°58’22”N 115°48’20”E 
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- Tanda rintisan berupa dua garis warna merah pada pohon/tiang di 

sepanjang jalur batas blok pada koordinat 0°58’22,0”N 

115°48’05,8”E s.d 0°58’22,4”N 115°48’37,6”E. 

- Baru sebagian batas blok URKT 2024 telah ditandai di lapangan, 

belum sesuai dengan peta kerja.  

3. Batas kawasan yang dilindungi di dalam blok RKT 2024 belum ditandai 

di lapangan. 

4. Tidak ada penandaan batas blok untuk jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan (pemulihan lingkungan). 

4 Verifier 2.5.4 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 

pendek 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode audit khusus ini PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki 

rencana pemanenan karena tidak mengesahkan RKT 2023 dan belum 

mengesahkan RKT 2024.  

Mengacu kepada kinerja perusahaan pada periode audit sebelumnya realisasi 

luas dan volume produksi pada tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan rencana 

yang tertuang di dalam dokumen RKTPH. 

Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis antara 50-70% 

berdasarkan target RKT dari rencana tebangan pada lokasi yang sesuai dengan 

RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Realisasi RKT 

Tahun 2021 luas 1.921,91 Ha dari target 2.183,7 Ha atau 87,98 % dan realisasi 

volume produksi sebesar 63.725,16 M3 dari target 71.322,49 M3 atau 89,35%.  

RKT 2022 terealisasi luas 1157,29 Ha dari target 2.537,73 Ha atau 45,60% dan 

realisasi volume produksi sebesar 31.570,31 M3 dari target 61.466,73 M3 atau 

51,36 %. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 8 / 18 )  x 100% = 44,44%    ( BURUK ) 

Nilai Kematangan/Bobot :      1 

 

6) Indikator 2.6 :  

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan 

hutan. 

1. Verifier 2.6.1 

( Bobot : 1 ) 

 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Laporan Keuangan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I tahun buku terakhir 

yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan adalah Laporan 

Keuangan Tahun Buku 2023 dan 2023.  

b. Kondisi finansial PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan laporan 

keuangan tahun 2023 :  

- Likuiditas : 257,49% 

- Solvabilitas : 188,35% 

- Profitabilitas : 37,11% 

- Catatan / Pendapat : tidak ada opini auditor independen 

c. Kondisi finansial PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan laporan 

keuangan tahun 2023 :  

- Likuiditas : 241,14% 

- Solvabilitas : 179,25% 

- Profitabilitas : -3,99%  

- Catatan / Pendapat : tidak ada opini auditor independen 
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Berdasarkan kondisi finansial pada tahun 2022 dan 2023 dapat disimpulkan 

bahwa  rata-rata Likuiditas >150%, Solvabilitas >150% , Rentabilitas positif dan 

tidak ada opini auditor independen. 

2. Verifier 2.6.2 

( Bobot : 1 ) 

 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force 

majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam 

RKAP dianggap 100 %) 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada alokasi dana tahun 2022 terdapat realisasi pengeluaran biaya tertinggi 

pada kegiatan PMDH (107,25%) dan pengeluaran biaya terendah pada kegiatan 

Penelitian dan Pengembangan (63,75%). Perbedaan keduanya mencapai 43 % ( 

kurang proporsional. 

Pada alokasi dana tahun 2023 terdapat realisasi pengeluaran biaya tertinggi 

pada kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (100,00%) dan pengeluaran 

biaya terendah pada kegiatan Pembinaan Hutan (71,50%). Perbedaan keduanya 

mencapai 28,50% ( kurang proporsional). 

3. Verifier 2.6.3 

( Bobot : 2 ) 

 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 

publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 

ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan realisasi alokasi biaya pengelolaan hutan pada verifier 2.6.2 dapat 

diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I mengeluarkan biaya operasional 

pengelolaan hutan pada tahun 2022 sebesar 74,68%  dan pada tahun 2023 

sebesar 92,75% namun pada tahun 2023 tidak mengalokasikan rencana biaya 

penelitian dan pengembangan. 

4 Verifier 2.6.4 

( Bobot : 2 ) 

: Realisasi pendanaan yang lancar. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Berdasarkan realisasi alokasi biaya yang dikeluarkan 92,75% dari anggaran 

kegiatan pengelolaan tahun 2023 dan 74,68% pada tahun 2022 menunjukkan 

bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar. Tidak 

adanya pengeluaran biaya untuk pemanenan dan penelitian dan pengembangan 

karena memang tidak direncanakan. 

5. Verifier 2.6.5 

( Bobot : 2 ) 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan 

Tahun 2023 sebesar 76,76% dari yang direncanakan dengan perincian sebagai 

berikut:  

No. Kegiatan Bina Hutan 
Rencana 

(Rp. x 1.000) 

Realisasi 

(Rp. x 

1.000) 

1 Pembinaan Hutan 40.000  28.600  
2 Penelitian & Pengembangan 20.000  20.000  
3 Perlindungan & Pengamanan Hutan -    -    
 Jumlah  60.000  48.600  

Tahun 2023 tidak merencanakan kegiatan dan mengalokasikan rencana 

anggaran penelitian dan pengembangan. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 16 / 24 ) x 100% = 66,67%   ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot :    2 
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3. Kriteria : EKOLOGI 

9) Indikator 3.1 :  

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 

1

. 

Verifier 3.1.1 

(Bobot : 1) 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, 

serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Dokumen lingkungan yang memuat luas kawasan lindung PT Mutiara Kalja Permai Unit 

I yakni Dokumen Rencana Kelola Lingkungan atas nama PT Wana Rimba 

Kencana (Eks HPH sebelumnya) tahun 1994. Luas kawasan lindung yang 

dicadangkan adalah 7.803,78 Ha dari luas kajian 65.000 Ha. 

b) Dokumen perencanaan yang memuat luas kawasan lindung pada periode audit yakni 

Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2016 (periode 2016 – 2025) dan Dokumen 

Perubahan RKUPH tahun 2024 (periode 2016 – 2025). Selama periode 20 bulan terakhir, 

terdapat perubahan luas kawasan lindung dari luas 4.283 Ha menjadi 4.883 Ha 

(bertambah 600 Ha). Luas kawasan lindung yang diacu dan digunakan dalam kegiatan 

operasional saat ini sesuai dengan alokasi Dokumen Perubahan RKUPH tahun 2024 

(periode 2016 – 2025) dan telah ditetapkan direksi melalui penerbitan Keputusan Direksi 

No. 19/Kpts-MKPI/XI/2024 tanggal 1 November 2024. 

Perbedaan jenis dan luas kawasan lindung dapat dilihat pada tabel berikut. 

No. 
Jenis Kawasan 

Lindung 

Luas Kawasan Lindung (Ha) 

RKL (1994) 

Luas : 65.000 

Ha 

RKUPHHK Berbasis 

IHMB Periode 

2016-2025 (tahun 

2016) 

Luas : 75.120 ha 

Perubahan 

RKUPH Periode 

2016-2025 (tahun 

2024)  

Luas : 75.120 ha 

1.  Hutan Lindung - 577 576 

2.  Bufferzone Hutan 

Lindung 
3.003,78 1.910 1.911 

3.  Sempadan sungai 2.000 1.196 1.196 

4.  KPPN 700 600 600 

5.  Koridor/Perlindungan 

Satwa 
2.100 - - 

6.  Kebun Benih - - 600 

Jumlah 7.803,78 

(12%)  
4.283 (5,7%) 4.883 (6,5%) 

c) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki laporan hasil identifikasi ABKT 

d) Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada Sempadan Sungai Belinau (0˚57’38,994” N 

115˚47’33,186” E), Sempadan Sungai Keq (0˚57’45,012” N 115˚45’40,158” E), 

Sempadan Sungai Manak (0˚53’7,62” N 115˚52’49,554” E), dan Sempadan Sungai 

Belayan (0˚53’46,056” N 115˚55’11,856” E) diketahui kondisi biofisik kawasan lindung 

masih baik. Lokasi/letak telah sesuai dengan alokasi dokumen perencanaan serta masih 

sesuai dengan fungsinya. Meskipun begitu, pada Sempadan Sungai Belayan 
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(0˚53’46,056” N 115˚55’11,856” E) terdapat 1 buah pondok milik masyarakat yang belum 

diidentifikasi kepentingan masyarakat tersebut tinggal di lokasi ini. Areal Sungai Belayan 

rawan terhadap penambangan emas ilegal, terutama terjadi di wilayah Anak Sungai 

Belayan Hulu (wilayah Kampung Matelay Besar). 

2

. 

Verifier 3.1.2 

(Bobot : 2) 

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau 

deliniasi ABKT 

NILAI 

KINERJA 

: BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Kegiatan penataan batas kawasan lindung dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana 

tahunan karena aksesibilitas lokasi yang terbatas. Realisasi penataan batas kawasan yang 

dilindungi sampai dengan audit khusus pengaktifan kembali S-PHL PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I tahun 2024 sebesar 27,90 Km (55,53% dari rencana 50,24 Km), secara 

lebih rinci ditunjukkan pada tabel berikut : 

No. Jenis Kawasan Dilindungi 
Total Panjang 

Batas (km) 
Rencana (Km) 

Realisasi 

(Km) 

1. Hutan Lindung 14,35 - - 

2. Bufferzone Hutan Lindung 22,5 - - 

3. Sempadan Sungai 162,45 50,24 19,9 

4. Kebun Benih 24   - 

  Jumlah 239,3 50,24 27,9 

  Persentase (27,90 / 50,24) x 100% = 55,53% 

b) Prosedur terkait penataan batas kawasan lindung diatur dalam Standar Operasi 

Pengelolaan KPPN (No. SO-3-10, Rev.0, Terbit Mei 2016) dan Standar Operasi Kelola 

Kawasan Lindung dan Konservasi (No. SO-5-05 Rev. 0, Terbit Oktober 2020), namun 

pada prosedur ini tidak menjelaskan bentuk patok batas kawasan lindung secara rinci. 

c) Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan penandaan batas kawasan lindung belum 

seragam dengan kondisi berikut : 

- Pada Sempadan Sungai Manak (0˚53’7,62” N 115˚52’49,554” E) dan Sempadan 

Sungai Keq (0˚57’45,012” N 115˚45’40,158” E), kegiatan yang dilakukan berupa 

pemeliharaan batas. Ditemukan papan nama dari banner dan batas rintis berupa cat 

merah polet 1 garis pada batang kayu dan di pohon hidup. Pemeliharaan SS. Manak 

sekitar 84 meter sesuai tracking Avenza Maps dan di SS. Keq sekitar ±50 meter jarak 

lapang.  

- Pada Sempadan Sungai Belinau (0˚57’38,994” N 115˚47’33,186” E), teknis 

penandaan batas masih salah, yakni memotong batas kawasan lindung bukan sejajar 

kawasan lindung. Papan nama terdapat 2 buah berupa plang dari banner dan dari 

plang kayu berwarna biru. Batas rintisan berupa cat merah pada pohon/tegakan 

dengan polet garis dua miring (//) sepanjang ±100 meter jarak lapang.  

d) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum melaksanakan deliniasi ABKT. 

3

. 

Verifier 3.1.3  

(Bobot : 1) 

 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PT MKP Unit I memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 (Komposit Citra Landsat 

8 OLI Band 654 dan Sentinel 2A Band 11-8A-4, Scene ID : 117/59 dan T50NLG dan 

T50NLF, akuisisi tanggal : 8 Maret 2022, 15 Maret 2022, 26 Maret 2022, 20 April 2022, 

dan 10 November 2021). Peta telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan Cq. Dir Inventarisasi dan Pemantauan SDH No. 

S.1092/IPSDH/PSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 14 September 2022 (Direktur IPSDH : Belinda 

A. Margono). Berdasarkan overlay peta penafsiran citra satelit ini, mayoritas kawasan 

lindung masih berpenutupan berhutan seluas 4.231 Ha (87%), secara lebih rinci 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

No. 
Kawasan 

Lindung  

Penutupan Lahan (Ha) 
Total 

(Ha) Hutan Primer 
Hutan 

Sekunder 

Non 

Hutan 

Badan 

Air 

1. Hutan Lindung 576    576 

2. Bufferzone Hutan 

Lindung 

1.911    1.911 

3. KPPN 76 524   600 

4. Sempadan Sungai 457 87 101 551 1.196 

5. Kebun Benih  111 489   600 

 Total 3.131 1.100 101 551 4.883 

 Persentase  64% 23% 2% 11%  

Berhutan = 87% 

b) Selama periode audit, PT MKP Unit I belum melaksanakan penanaman pada kawasan 

lindung 

c) Hasil pemeriksaan lapangan pada Sempadan Sungai Belinau (0˚57’38,994” N 

115˚47’33,186” E), Sempadan Sungai Keq (0˚57’45,012” N 115˚45’40,158” E), 

Sempadan Sungai Manak (0˚53’7,62” N 115˚52’49,554” E), dan Sempadan Sungai 

Belayan (0˚53’46,056” N 115˚55’11,856” E), penutupan kawasan lindung masih baik yang 

didominasi tegakan hutan alam dengan jenis-jenis dipterocarpa dan rimba campuran. 

Kerapatan masih baik (sedang hingga tinggi) serta tidak teridentifikasi gangguan pada 

penutupan kawasan lindung. 

4

. 

Verifier 3.1.4  

( Bobot : 2) 

 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka 

verifier ini menjadi Not Aplicable). 

NILAI 

KINERJA 

: NOT APPLICABLE  / Nilai Aktual : - 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki fungsi ekosistem gambut sehingga verifier 

ini tidak dapat diterapkan. 

5

. 

Verifier 3.1.5  

(Bobot : 2) 

 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Berdasarkan hasil uji petik di wilayah Sempadan Sungai Belinau (0˚57’38,994” N 

115˚47’33,186” E), Sempadan Sungai Keq (0˚57’45,012” N 115˚45’40,158” E), dan 
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Sempadan Sungai Manak (0˚53’7,62” N 115˚52’49,554” E) tidak teridentifikasi aktifitas 

masyarakat di kawasan lindung. Meskipun begitu, pada Sempadan Sungai Belayan 

(0˚53’46,056” N 115˚55’11,856” E) terdapat 1 buah pondok milik masyarakat yang belum 

diidentifikasi kepentingannya. Areal Sungai Belayan rawan terhadap penambangan emas 

ilegal, terutama terjadi di wilayah Anak Sungai Belayan Hulu (wilayah Kampung Matelay 

Besar). 

b) PT MKP Unit I memiliki 4 (empat) desa binaan diantaranya Desa Muara Tiq, Desa 

Sidomulyo, Desa Umaq Tukung, dan Desa Umaq Dian. Dalam upaya mendapatkan 

pengakuan keberadaan kawasan lindung, PT MKP Unit I telah mengadakan sosialisasi 

kawasan lindung pada Desa Muara Tiq dan Desa Sidomulyo, yang didokumentasikan 

pada : 

1. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 

Masyarakat Desa Tiq PBPH-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tanggal 11 September 

2024. BA ditandatangani dan stempel oleh Kepala Desa Muara Tiq (Shielams). 

2. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 

Masyarakat Desa Sidomulyo PBPH-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tanggal 11 

September 2024. BA ditandatangani dan stempel oleh Kepala Desa Sidomulyo 

(Saidina Aswat).  

Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung belum dilampiri dokumentasi foto kegiatan dan 

belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). Sosialisasi belum 

dilakukan di Desa Umaq Tukung dan Desa Umaq Dian. 

 

6

. 

Verifier 3.1.6  

(Bobot : 1) 

 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata 

ruang yang ada di dalam RKUPH. 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT Mutiara Kalja Permai Unit I diatur dalam 

Standar Operasi Kelola Kawasan Lindung dan Konservasi (No. SO-5-05 Rev. 0, Terbit 

Oktober 2020) dan Dokumen Perubahan RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I tahun 

2024 (periode 2016 – 2025). Selama periode audit, PT MKP Unit I telah melaksanakan 

beberapa pengelolaan kawasan lindung dan didokumentasikan dalam : 

Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung 

1. Berita Acara Pembuatan Batas Sempadan Sungai Manak PT MKP Unit I tahun 2024 

tanggal 5 November 2024.  

2. Berita Acara Pembuatan Batas Sempadan Sungai Keq PT MKP Unit I tahun 2024 

tanggal 3 November 2024 

Sosialisasi Kawasan Lindung 

1. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 

Masyarakat Desa Tiq PBPH-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tanggal 11 September 

2024.  

2. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 

Masyarakat Desa Sidomulyo PBPH-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tanggal 11 

September 2024.  

b) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 

selama periode 20 bulan terakhir dan dilaporkan pada instansi terkait, yakni kepada 

Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur tanggal 26 Juli 2023 (Semester I tahun 
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2023), tanggal 30 Januari 2024 (Semester II tahun 2023), dan tanggal 31 Juli 2024 

(Semester I tahun 2024). Laporan RKL-RPL belum dilaporkan secara elektronik via 

SIMPEL. 

c) Laporan pengelolaan kawasan lindung belum tersedia pada Hutan Lindung, Bufferzone 

Hutan Lindung, KPPN, Koridor/Perlindungan Satwa, dan Kebun Benih meliputi laporan 

penataan batas kawasan lindung, laporan penanaman kawasan lindung, dan laporan hasil 

pendataan pohon induk di kebun benih. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 13 / 21 ) x 100% = 61,90%  (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/ 

Bobot 

: 2 

 

10) Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1  

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 

perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan 

pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Jenis kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan PT Mutiara Kalja Permai Unt I sesuai 

dokumen Perubahan RKUPH tahun 2024 diantaranya : 

1. Perlindungan hama penyakit tanaman 

2. Pencegahan kebakaran hutan 

3. Pencegahan pencurian kayu dan perambahan hutan 

4. Perlindungan jenis flora dan fauna 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan 

hutan, terdiri dari : 

No. Judul Prosedur Deskripsi Singkat 

1. Standar Operasi Pencegahan 

dan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran No. SO-4-06, Rev. 

0, Terbit : Mei 2016. 

 

Prosedur pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran dilakukan melalui patroli pengamanan hutan, 

pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat, 

pembuatan papan nama/papan larangan.  

Catatan : 

- Prosedur belum mengacu pada aturan terkait, 

termasuk PermenLHK P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 

- Prosedur belum menjelaskan ketentuan penyediaan 

SDM dan sarana prasarana dalkarhutla pendukung; 

- Prosedur belum menjelaskan teknis kewajiban 

pelaporan dalkarhutla, baik melalui website 

SIPONGI maupun secara langsung pada instansi 

terkait; 

- Prosedur belum menjelaskan secara rinci teknis 

kegiatan pemadaman api sampai dengan 
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penanganan pasca kebakaran sesuai PermenLHK 

P.32 tahun 2016.  

2. Standar Operasi FDI (No. Dok. 

SO-4-08, Rev. 0, terbit 

Desember 2019). 

Prosedur pemantauan papan FDI tidak didasarkan pada 

pengukuran kuantitatif (data curah hujan, suhu, 

kelembaban), melainkan parameter kualitatif/subyektif 

(seperti warna air sungai (keruh/tidak keruh) dan kondisi 

pemukaan jalan angkutan (tingkat debu). Pemantauan 

papan FDI dengan data kualitatif/subyektif membuat 

hasil pemantauan tidak signifikan. Prosedur belum 

mencantumkan acuan yang dipakai.  

3. Standar Operasi Penyelesaian 

Konflik Sosial (No. Dok. SO-4-

05, Rev. 0, terbit Mei 2016). 

Prosedur penyelesaian konflik dilakukan melalui 

identifikasi konflik, silaturahmi dengan tokoh 

masyarakat, membuat kesepakatan melalui 

perundingan/musyawarah. Prosedur belum mengacu 

pada aturan terkait, seperti PermenLHK P.8 tahun 2021 

Lampiran V.  

4. Standar Operasi Pengamanan 

dan Perlindungan Hutan (No. 

Dok. SO-4-07, Rev. 0, Terbit 

Mei 2016). 

Teknis pengamanan dan perlindungan hutan terhadap 

perambahan, kebakaran, dan gangguan flora fauna telah 

dijelaskan secara umum pada prosedur ini. Meskipun 

begitu, prosedur belum mengacu pada aturan terkait. 

Prosedur tidak menjelaskan secara jelas teknis/metode 

kegiatan yang akan dilakukan.   

. 

2. Verifier 3.2.2  

(Bobot : 1) 

 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I saat ini meliputi : 

Jenis Gangguan Hutan Sarana Prasarana yang disediakan 

Pencegahan dan 

Pengendalian Kebakaran 

Hutan 

• Berdasarkan pemeriksaan ketersediaan sarana prasarana 

dalkahutla di Basecamp Gunung Botak Km. 57 (0˚53’21,726” N 

115˚58’43,584” E), diketahui ketersediaan sarana prasarana 

dalkarhutla belum sesuai PermenLHK No. P.32 tahun 2016, 

sebagai berikut : Helm 30 buah, Rompi pengaman, Sleeping Bag 

2 buah (kurang 28 buah), Parang 2 buah (kurang 8 buah), Sekop 

3 buah (kurang 3 buah), Garu tajam 1 buah (kurang 11 buah), 

Sepatu boots, Selang air, Pelampung, dan Cangkul 1 buah.  

• Papan FDR sebanyak 1 buah di Basecamp Km. 57 (0˚53’23,178” 

N 115˚58’37,674” E).  

• Kendaraan khusus pemadam karhutla berupa truk tangki air. 

• PT MKP Unit I belum memiliki menara api. 

Perlindungan flora dan 

fauna, Pencegahan 

perambahan dan illegal 

logging 

Pos Jaga (1 buah namun tidak fungsional), Alat Komunikasi (4 

buah), Tabung pemadam/ APAR (2 buah), Sepeda Motor (untuk 

patroli) 1 unit, Mobil (1 unit), dan Senter (4 buah). 

Sarana prasarana dalkarhutla maupun security belum memadai sesuai kebutuhan/jumlah 

personil. 
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3. Verifier 3.2.3  

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan 

teknologi 

NILAI 

KINERJA 

: BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I saat ini, terdiri dari : 

No. Personil Perlindungan dan 

Pengamanan 

Pelatihan 

1. Regu Inti Dalkarhutla : 1 regu inti 

dalkarhutla (15 orang).  

Kurang 1 regu inti dalkarhutla 

Seluruh personil dalkarhutla belum memiliki 

sertifikat kompetensi dari Manggala Agni 

ataupun instansi terkait 

2. Regu Pendukung Dalkarhutla : Seluruh 

karyawan dan mitra PT MKP Unit I 

Tidak ada pelatihan internal 

3. Regu Perbantuan Dalkarhutla/MPA : 

Tidak Ada 

Tidak ada pelatihan internal 

4. Regu Security : 1 personil dari mitra 

PT Tunas Hijau 

Personil security belum memiliki sertifikat 

kompetensi Gada Pratama ataupun Surat 

Tanda Tamat Pelatihan Satuan Pengamanan 

Hutan dari instansi terkait. 

b) Jumlah personel dinilai belum proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara 

(frekuensi per tahun) dan aturan perundangan, yakni jumlah regu kurang 1 regu inti (15 

orang) serta tidak memiliki regu perbantuan (Masyarakat Peduli Api). 

c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang dalkarhutla dan 

pengamanan hutan), dinilai belum memadai. 

d) Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal, yakni pelaporan kegiatan 

pengendalian karhutla melalui aplikasi SIPONGI hanya dilakukan pada bulan September 

2024. 

4. Verifier 3.2.4  

( Bobot : 2) 

 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, teridentifikasi gangguan hutan berikut : 

- Terdapat aktifitas pembalakan liar oleh masyarakat berupa pengambilan kayu Ulin di 

Km. 60 koordinat 0˚54’25,572” N 115˚54’44,808” E dan pada koordinat 0˚53’57,432” 

N 115˚55’32,682” E dengan jenis Meranti dan Ulin. 

- Pada Sempadan Sungai Belayan (0˚53’46,056” N 115˚55’11,856” E) terdapat pondok 

milik masyarakat (belum diidentifikasi kepentingan masyarakat tersebut tinggal di 

lokasi tersebut). Pada Sungai Belayan (diluar areal MKP Unit I) banyak aktifitas 

penambangan emas ilegal, oleh sebab itu PT MKP I perlu mengidentifikasi dan 

mengawasi keberadaan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar sempadan sungai 

di dalam konsesinya. 

b) Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

sesuai dengan gangguan hutan yang terjadi diantaranya : 
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No. Rencana Kegiatan Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Pencegahan Kebakaran - Sosialisasi terkait karhutla dilakukan di Desa Muara Tiq 

dan Desa Sidomulyo, belum dilakukan di Desa Umaq 

Tukung dan Umaq Dian. 

- Pemasangan plang larangan membakar pada 

beberapa lokasi strategis 

- Menyiapkan sarpras karhutla namun belum lengkap 

sesuai PermenLHK P.32 tahun 2016 

- Regu dalkarhutla kurang 1 regu inti dan seluruhnya 

belum memiliki kompetensi dalkarhutla 

- Belum ada laporan monitoring hotspot dan FDR 

2. Pencegahan pencurian 

kayu dan perambahan 

hutan 

- Sosialisasi dilakukan di Desa Muara Tiq dan Desa 

Sidomulyo, belum dilakukan di Desa Umaq Tukung 

dan Umaq Dian. 

- Pemasangan plang larangan menebang pohon dan 

larangan merambah hutan 

- Pos jaga tidak tersedia dan tidak dilakukan penjagaan 

maupun patroli selama perusahaan tidak beroperasi 

(vakum) 

3. Perlindungan jenis flora 

dan fauna 
- Pemasangan plang larangan perburuan 

- Sosialisasi dilakukan di Desa Muara Tiq dan Desa 

Sidomulyo, belum dilakukan di Desa Umaq Tukung 

dan Umaq Dian. 

- Poster satwa liar dilindungi tidak lengkap sesuai jenis 

yang teridentifikasi di wil. MKP I 

- Alokasi kawasan lindung telah dilakukan 

c) Keseluruhan dari tindakan sesuai dimaksud butir a) telah tercatat atau terdokumentasi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 9 / 15 ) x 100% = 60,00%  (SEDANG) 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 

 

11) Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1  

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 

kimia 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Dampak penting terhadap tanah dan air yang perlu dikelola akibat kegiatan pemanfaatan 

hutan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, diantaranya: kualitas tanah (fisik dan kimia), 

erosi tanah, sedimentasi/ pelumpuran, pasang surut air, dan kualitas air sungai (fisik dan 

kimia). Selama periode 20 bulan terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur 

yang ada, diantaranya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.  

No. Judul prosedur Deskripsi singkat 

1.  SOP Pemantauan Kualitas Air, No. 

Dok: SO-5-03, Terbit : Mei 2020. 

Prosedur ini menjelaskan mekanisme 

pemantauan kualitas air mulai dari 

pengambilan sample hingga analisis 
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 laboratorium. Analisa yang dijelaskan meliputi 

sifat kimia-fisika air dan biota air. Prosedur 

belum mencantumkan standar baku mutu 

kualitas air sesuai PP RI No. 22 tahun 2021. 

Prosedur belum mencantumkan rujukan 

terkait. 

2.  SOP Pengukuran Debit Air Sungai, 

No. Dok : SO-5-04, Terbit : Mei 2020. 

 

Prosedur menjelaskan mekanisme pengukuran 

tinggi muka air sungai, mengukur kecepatan 

aliran air sungai, dan analisis data hingga 

menghasilkan nilai debit sungai. Prosedur 

belum mencantumkan standar/besaran debit 

air dan belum mencantumkan rujukan terkait. 

3.  SOP Pengukuran Kecepatan Air 

Sungai, No. Dok : SO-4-09, Terbit : 

Desember 2019. 

 

Prosedur menjelaskan mengenai teknis 

pengukuran penampang sungai, pemasangan 

cableway, dan pengoperasian alat. Prosedur 

juga menjelaskan teknis pengambilan data 

menggunakan peralatan otomatis yakni dengan 

current meter.  

4.  SOP Pemantauan Erosi Tanah, No. 

Dok: SO-3-07, Terbit : Mei 2016. 

 

Prosedur ini menjelaskan teknis pemantauan 

erosi menggunakan bak erosi, yakni mulai dari 

pembuatan bak erosi, pemilihan lokasi, 

pengambilan sampel data, hingga analisis 

pengolahan data. Prosedur belum 

mencantumkan rujukan terkait. 

5.  SOP Konservasi Tanah dan Air di 

Areal Tebangan, No. Dok : SO-3-12, 

Terbit : Mei 2016. 

 

Prosedur menjelaskan teknis konservasi tanah 

di areal penebangan berupa teknis stabilisasi 

lereng melalui penanaman, penutupan ranting 

(brush layer cover), teras bangku-bangku 

(brench brush layer), anyaman ranting 

(watting); teknis stabilisasi jurang melalui 

penyempurnaan daerah tangkapan air dan 

stabilisasi gully head. Prosedur menjelaskan 

hingga teknis pemeliharaan bangunan KTA 

tersebut.  

6.  SOP Konservasi Tanah dan Air di 

Lokasi Jalan Hutan, TPK, TPn. No. 

Dok: SO-5-02, Terbit : Mei 2016. 

 

Prosedur telah secara jelas menjelaskan 

mengenai tahapan konservasi tanah, yakni 

melalui pembuatan saluran drainase dan 

bangunan pelengkapnya, pembuatan saluran 

drainase melintang, pembuatan rintangan 

penahan sedimen/jalur pelindung pada tebing 

jalan, dan penanaman covercrop. 

b) Sebagian besar prosedur yang dimiliki belum mencantumkan acuan/rujukan terkait. 

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia belum lengkap 

sesuai jenis dampak penting yang berpotensi terjadi, diantaranya : belum memiliki 

prosedur pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban 

udara), prosedur pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3, serta prosedur pemantauan 

sedimentasi sungai. 

2. Verifier 3.3.2  

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 

komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang 

memadai 

NILAI 

KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Beberapa sarana prasarana penanganan dampak fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I meliputi: Ombrometer 1 buah (0˚53’23,286” N 115˚58’37,56” 

E); Bak erosi di tutupan tajuk terbuka jalan sarad blok RKT 2022 (0˚57’26,658” N 

115˚45’54,114” E). Bak erosi belum dipasang pada areal tajuk tertutup; Pengukur TMA 

pada penilikan sebelumnya terdapat di Sungai Manak Km. 69 (0˚53’6,211” N 

115˚52’43,597” E). Namun, pada audit khusus ini, pengukur TMA sudah hilang dan 

belum ada pemeliharaan. Selama periode 20 bulan terakhir tidak terdapat kegiatan 

operasional penebangan, sehingga tidak ada pembuatan sodetan/guludan setelah 

penebangan. 

b) Sarana prasarana yang rawan pencemaran tanah seperti Bengkel (0˚53’16,262” N 

115˚58’32,805” E), gudang genset (0˚53’15,829” N 115˚58’34,517” E), dan tempat 

pengisian BBM (0˚53’12,063” N 115˚58’31,675” E) bergabung dengan mitra PT Tunas 

Hijau yang belum didesain dengan standar bangunan yang sesuai untuk meminimalisir 

tumpahan BBM, yakni lantai gudang belum dilapisi terpal atau dibuat lantai beton agar 

BBM tidak langsung tumpah ke tanah. Selain itu, belum ada penyediaan spill kit 

emergency seperti sekam, padi, kain majun untuk pembersihan rutin dari ceceran BBM.  

c) Ketersediaan sarana prasarana didukung dengan personil PBPH berupa 6 personil kelola 

lingkungan. Seluruh personil belum pernah mengikuti pelatihan terkait konservasi tanah 

dan air. PT MKP Unit I memiliki 3 personil GANISPH-BINHUT namun seluruhnya telah 

habis masa berlaku nomor register dan SK penugasannya. 

3. Verifier 3.3.3 

( Bobot : 2) 

 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

NILAI 

KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia serta 

pengelolaan limbah B3 PT Mutiara Kalja Permai Unit I selama periode audit, diantaranya : 

1. Pengelolaan dampak fisik-kimia melalui perbaikan jalan dan jembatan, serta gorong-

gorong untuk aliran air; tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, rehabilitasi eks 

blok tebangan RKT 2022 tanggal 4 Desember 2023 sebanyak 6.400 bibit; serta 

pemasangan stasiun penakar curah hujan dan pengukur erosi. 

2. Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan yakni pemantauan kualitas air sungai di 

Sungai Belayan pada periode semester II tahun 2024. PT MKP Unit I belum dapat 

menunjukkan bukti pelaksanaan dan hasil pemantauan kualitas tanah, erosi tanah, debit 

air sungai, kecepatan air sungai, dan pengukuran iklim mikro (suhu, curah hujan, dan 

kelembaban). 

3. PT MKP Unit I belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 secara optimal yakni sarana 

prasarana yang rawan pencemaran (gudang genset, bengkel/workshop, gudang oli, 

tempat pengisian BBM) belum didesain agar mengurangi dampak pencemaran tanah : 

lantai belum di beton/dilapisi terpal, belum dilengkapi parit-parit dan oiltrap untuk 

mengalirkan tumpahan BBM, belum disediakan spill kit emergency (pasir, sekam, atau 

kain majun) untuk pembersihan rutin. Pemantauan neraca limbah B3 belum dilakukan 

dan dilaporkan secara elektronik via elektronik melalui website SPEED/SIMPEL.  

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 5 / 12 ) x 100% = 41,66%   (BURUK) 

Nilai 

Kematangan/ 

Bobot 

: 1 
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12) Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 

(Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH.  

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2  

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 

identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik di areal PBPH diantaranya : 

No. Nama Prosedur Deskripsi Singkat 

1. SOP Identifikasi Flora 

Dilindungi (No. Dok: SO-3-

11, Terbit: Mei 2016). 

- Kegiatan identifikasi flora dilakukan melalui pencatatan 

jenis-jenis flora yang dilaksanakan secara terpisah 

ataupun bergabung bersamaan dengan kegiatan 

IMHB, ITSP, survey trase jalan atau pada saat 

pelaksanaan perapihan. 

- Prosedur belum menjelaskan secara rinci 

metode/tahapan kegiatan identifikasi flora dilindungi, 

dari mulai penentuan lokasi, kebutuhan sarpras, dan 

teknis inventarisasi flora dilindungi. 

- Dari hasil identifikasi flora dilindungi, dibuatkan daftar 

lalu digambarkan dalam peta kerja (peta sebaran flora 

dilindungi) 

- Rujukan terkait jenis-jenis flora dilindungi dalam 

prosedur masih mengacu pada PP No. 7 tahun 1999, 

belum merujuk pada aturan PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 12/2018. 

2. SOP Identifikasi Fauna 

Dilindungi, No. Dok: SO-5-

01, Terbit: Mei 2016. 

- Prosedur ini belum menjelaskan metode identifikasi 

fauna yang dipakai (seperti metode transek jalur, 

metode concentration count, metode IPA (Index Point 

of Abudance), metode Recognaisance (visual) dan 

sebagainya). 

- Kegiatan identifikasi fauna dilakukan melalui 

pencatatan jenis-jenis fauna yang dilaksanakan secara 

terpisah ataupun bergabung bersamaan dengan 

kegiatan IMHB, ITSP, survey trase jalan atau pada saat 

pelaksanaan perapihan. 

- Rujukan terkait jenis-jenis fauna dilindungi dalam 

prosedur masih mengacu pada PP No. 7 tahun 1999, 

belum merujuk pada aturan PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 12/2018. 

- Hasil identifikasi fauna dilindungi dibuatkan daftar lalu 

digambarkan dalam peta kerja (peta sebaran fauna 

dilindungi) 

. 

2. Verifier 3.4.2 

( Bobot : 2) 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH 
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NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode 20 bulan terakhir, terdapat pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilindungi 

sebanyak 1 kali. Identifikasi flora dilindungi dilakukan di KPPN dan Sempadan Sungai Buton. 

Metode identifikasi flora dilakukan dengan metode kuadrat (jalur berpetak) yakni mencatat 

jenis flora pada setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon), namun tidak terdapat 

data per strata tegakan di laporan hasil identifikasi flora.  

Kegiatan identifikasi fauna dilaksanakan dengan mencatat jenis satwa yang ditemukan dan 

melalui wawancara. Laporan identifikasi fauna tidak secara jelas menyebutkan metode 

identifikasi dan lokasi identifikasi. Kegiatan identifikasi belum dilakukan di areal produksi. 

3. Verifier 3.4.3 

( Bobot : 2) 

 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Mutiara Kalja Permai Unit I diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Laporan Identifikasi Flora Dilindungi Tahun 2024 PT MKP Unit I 

Kelengkapan data : 

- Tidak tersedia data hasil identifikasi flora di areal produksi 

- Data identifikasi flora tidak menunjukkan informasi strata tegakan (semai, pancang, 

tiang, pohon) 

- Hasil identifikasi flora dituliskan status perlindungannya, namun tidak diberi 

informasi acuan yang digunakan 

- Hasil identifikasi belum diklasifikasikan status perlindungannya sesuai Appendices 

CITES dan IUCN Red List 

- Tidak terdapat data inventarisasi vegetasi melalui perhitungan Kerapatan, 

Frekuensi, Dominansi, hingga Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) 

- Rekaman hasil identifikasi belum memadai 

2. Laporan Identifikasi Fauna Dilindungi Tahun 2024 PT MKP Unit I 

Kelengkapan data : 

- Tidak terdapat informasi lokasi ditemukannya fauna 

- Hasil identifikasi fauna dituliskan status perlindungannya, namun tidak diberi 

informasi acuan yang digunakan 

- Hasil identifikasi fauna belum diklasifikasikan status perlindungannya sesuai 

Appendices CITES dan IUCN Red List 

Hasil identifikasi belum dilakukan inventarisasi jenis, melalui perhitungan Kerapatan, 

Frekuensi, Dominansi, hingga Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67 %  (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/ 

Bobot 

: 2 
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13) Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang 

dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah 

serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

1. Verifier 3.5.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik di areal PBPH, yakni: 

1. Standar Operasi Pengelolaan Flora Dilindungi (No. Dok. SO-3-08 Rev. 1 Terbit : Mei 

2021).  

2. Standar Operasi Pengelolaan Fauna Dilindungi (No. Dok. SO-3-09, Rev. 1, terbit : Mei 

2016).  

Kegiatan pengelolaan flora-fauna dilindungi sesuai dengan prosedur diantaranya : 

- Sosialisasi kepada para pihak, khususnya karyawan PT MKP Unit I mengenai jenis-jenis 

flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PT Mutiara Kalja Permai Unit.  

- Melakukan penandaan batas kawasan lindung 

- Memasang papan pemberitahuan/papan larangan/papan himbauan untuk menjaga, 

melindungi dan tidak melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengancam keberadaan 

flora dan fauna dilindungi tersebut 

- Melakukan pemantauan/patroli/pemeriksaan baik secara periodik maupun insidentil 

terhadap keberadaan/keamanan flora dan fauna dilindungi 

Prosedur belum merujuk pada aturan/SE terbaru :  

- PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 mengenai Jenis Tumbuhan dan 

Satwa yang Dilindungi. 

- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 

Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH. 

- Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa 

Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan. 

- SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam 

dan Di Luar Kawasan Hutan 

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 

2. Verifier 3.5.2 

( Bobot : 2) 

 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik. 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik di areal PBPH : 

1. Sosialisasi kawasan lindung (termasuk jenis flora dan fauna dilindungi)  
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2. Pemasangan plang larangan pembalakan, pembakaran hutan, perburuan, dan plang 

informasi jenis dilindungi 

3. Pengayaan di areal bekas tebangan blok RKT 2022 dengan jenis buah-buahan sebagai 

pakan satwa 

4. Alokasi kawasan lindung dan dilakukan pemeliharaan batas kawasan lindung di SS. 

Manak dan SS. Keq 

Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang belum optimal : 

- Sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan di Desa Umaq Tukung dan Umaq Dian 

- Pengayaan belum dilakukan di kawasan lindung 

- Belum dilakukan identifikasi flora fauna dilindungi 

- Periode 20 bulan terakhir belum ada realisasi penataan batas baru di kawasan lindung 

- Pengamanan hutan belum optimal dalam memberantas illegal logging 

3. Verifier 3.5.3 

( Bobot : 2) 

 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 

habitatnya di areal PBPH 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT MKP Unit I telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora 

dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik atau lintasan / home range fauna 

serta alokasi kawasan lindung, beberapa diantaranya merupakan KPPN dan KPSL untuk 

pelestarian flora dan fauna dilindungi. Meskipun begitu, pada areal kawasan lindung PT MKP 

Unit I masih terdapat potensi gangguan flora dan fauna dilindungi yakni : 

• Terdapat aktifitas pembalakan liar oleh masyarakat berupa pengambilan kayu Ulin di 

Km. 60 koordinat 0˚54’25,572” N 115˚54’44,808” E dan pada koordinat 0˚53’57,432” 

N 115˚55’32,682” E dengan jenis Meranti dan Ulin. 

• Pada Sempadan Sungai Belayan (0˚53’46,056” N 115˚55’11,856” E) terdapat pondok 

milik masyarakat (belum diidentifikasi kepentingan masyarakat tersebut tinggal di lokasi 

itu). Pada sungai belayan (diluar areal MKP Unit I) banyak aktifitas penambangan emas 

ilegal, oleh sebab itu PT MKP I perlu mengidentifikasi kepentingan masyarakat yang 

tinggal di wilayah sekitar sempadan sungai di dalam konsesinya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67 %  (SEDANG) 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 
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4. Kriteria : SOSIAL 

14) Indikator 4.1 :  

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat 

dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

1. Verifier 4.1.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan 

batas secara partisipatif.  

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan 

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 

areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 

 

1. SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 25 

Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan 

disetujui oleh Direktur 

2. SPO Penentuan Batas Partisipatif (No.Dok. SO-4-03 Rev.0) tanggal 25 Mei 2016, 

dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan disetujui 

oleh Direktur 

 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan 

tujuan; penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil 

kegiatan dan waktu kegiatan, namun demikian prosedur yang ada belum dilengkapi 

dengan referensi/acuan terhadap peraturan yang terbaru. 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum memiliki prosedur terkait kegiatan : 

✓ Identifikasi Keberadaan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat/Setempat dan  

✓ Prosedur Deliniasi & Penandaan batas wilayah masyarakat hukum 

adat/setempat. 

 

Hasil telaahan terhadap Prosedur PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak dilengkapi 

dengan referensi/acuan peraturan yang berlaku dan belum  mengacu kepada 

pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan terutama Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8 Tahun 2021 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan 

Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan PermenLHK P. 9 Tahun 2021 tentang 

Perhutanan Sosial. 

 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, prosedur yang ada belum mengacu 

kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan yang berlaku dan 

baru sebagian  diimplementasikan di lapangan. 

2. Verifier 4.1.2 

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki sebagian rekaman hasil pelaksanaan 

identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Peta Sebaran Desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT Mutuiara Kalja Permai Unit I masuk 

wilayah desa Muara Tiq dan Muara Belinau Kec. Tabang 
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2. RKUPH PBPH Periode 2016 - 2025 an. PT Mutiara Kalja Permai Unit I  sesuai 

dengan SK. Nomor : SK.1381/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/4/2016 tanggal 15 

April 2016, dalam dokumen tersebut terdapat informasi terkait rencana kegiatan 

operasional PT Mutiara Kalja Permai Unit I (termasuk kegiatan kelola sosial) dan 

desa-desa yang ada di sekitar areal PT Mutuiara Kalja Permai Unit I 

3. Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode tahun 2016 - 2025, sesuai 

SK. KemenLHK Nomor : 8100 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, terdapat 

informasi terkait kegiatan sosial pada periode tersebut. 

4. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 

(01/KPTS/MKP-I/I/2022) yang telah disahkan oleh Direktur Utama tanggal 12 

Januari 2022. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai rencana kelestarian 

fungsi sosial seperti kontribusi fee pembangunan desa, honor perangkat desa, 

bantuan bahan bakar minyak, kontribusi fee operasional desa, bantuan dana 

pembangunan desa dan honor perangkat desa (desa Muara Tiq, Sidomulyo, 

Umaq Tukung) 

5. RKTPH Tahun 2023 tidak diterbitkan karena alasan harga kayu yang rendah 

serta PT Mutuiara Kalja Permai Unit I sedang melakukan revisi RKUPH  

6. RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2024 masih dalam proses 

pengesahan (masih proses verifikasi Sipashut) 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki dokumen/laporan Identifikasi Hasil 

Hutan Bukan Kayu (HHNK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di areal 

kerjanya. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Bpk. Shielams (Kades Muara Tiq) 

dan Bpk. Saidina Aswad  (Kades Sidomulyo), diperoleh informasi bahwa pola 

penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sekitar areal PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I yang masih berlangsung sampai saat ini antara lain : berburu, mencari 

ikan, menambang emas dan mencari rotan (dipakai sendiri), namun demikian PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki dokumen tersebut serta rencana 

pengelolaannya. 

 

Hasil pengecekan lapangan oleh Auditor Prasyarat, ditemukan aktivitas masyarakat di 

areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I berupa Perladangan oleh Masyarakat di tepi 

sungai Belayan dengan koordinat N = 0⁰ 53’ 44,81” dan E = 115⁰ 55’ 11,8”. 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki sebagian rekaman yang berisi data dan 

informasi  hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan 

prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

 

3. Verifier 4.1.3 

( Bobot : 2 ) 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH 

yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai 

prosedur 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal PBPH 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang dikuasai masyarakat tertuang dalam dokumen 

sebagai berikut : 

 

1. Peta Sebaran Desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I masuk 

wilayah desa Muara Tiq dan Muara Belinau Kec. Tabang 

2. Peta Batas Desa PT Mutiara Kalja Permai Unit I skala 1 : 100.000, berdasarkan 

peta tersebut areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I masuk wilayah Desa Muara 
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Tiq dan Muara Belinau, batas wilayah antar desa di areal PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I belum dilakukan penandaan batasnya secara partisipatif di lapangan, 

saat ini batas antar desa masih mengacu pada batas alam (sungai atau 

pematang) sebagai dasar dalam pembagian Fee Produksi kayu kepada 

masyarakat. 

3. Di dalam areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat pemanfaatan lahan 

oleh masyarakat dan atau lokasi yang dilindungi oleh masyarakat, areal PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I berada cukup jauh dari pemukiman masyarakat 

(sekitar 38 km) 

4. PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan penataan batas arealnya (batas 

luar) dan belum temu gelang, baru mencapai 73 % (101,68 km dari total batas 

139,10 km) . 

 

Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja, PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

telah melakukan deliniasi wilayah antar desa pada peta kerjanya, dan untuk sementara 

batasnya antar desa di lapangan mengacu pada hasil kesepakatan masyarakat yaitu 

batas alam (sungai dan pematang) sebagai dasar dalam pembagian fee produksi. 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan deliniasi terhadap batas wilayah antar 

desa yang berada diarealnya, akan tetapi baru sebagian yang telah dilakukan 

penandaan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan. 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 8 / 12 ) x 100% = 66,67%  (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

15) Indikator 4.2 :  

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur 

1. Verifier 4.2.1 

( Bobot : 2 ) 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.  

 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I  memiliki  dokumen terkait pemetaan konflik tertuang 

dalam : 

1. Peta Potensi Konflik di areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I skala 1 

: 100.000, berdasarkan peta tersebut Potensi konflik ada di luara areal PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 PT Mutiara 

Kalja Permai Unit I Tahun 2023 (berdasar Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo 

lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021), telah disampaikan ke Dinas Kehutanan 

Provinsi terdapat bukti tanda terima namun untuk tanda terima BPHL Wil. XI 

tidak tersedia. 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2024, tidak 

tersedia karena kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai Unit I baru mulai 

bulan Agustus 2024 setelah stagnan/vakum selama 2 tahun. 

 

4. Hasil Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I, potensi 

konflik yang ada meliputi : 

a) Pemanfaatan Hasil Huan Bukan Kayu (HHBK) di sekitar areal kerja PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I 
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b) Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di sekitar areal kerja PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I 

c) Perladangan Masyarakat disekitar/diluar areal kerja PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I 

d) Perburuan satwa oleh masyarakat disekitar areal kerja PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I 

e) Penambangan Emas tradisional di luar areal kerja PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I 

Hasil telaahan terhadap laporan Identifikasi dan Resolusi Konflik, Score/nilai konflik di 

tingkat kasus PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan score di tingkat desa maupun di 

tingkat PBPH berkisar antara 40,00 % - 43,43 % (dengan status TERKENDALI) 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan 

Resolusi Konflik berdasar Lampiran V PermenLHK Nomor : P. 8 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada pemegang PBPH, akan tetapi tidak 

lengkap dan hanya disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim sedang kepada 

ke BPHL Wil. XI Samarinda belum disampaikan. 

2. Verifier 4.2.2 

( Bobot : 1 ) 

 Tersedia mekanisme resolusi konflik 

 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Prosedur/SOP  tentang mekanisme resolusi 

konflik yang ada di arealnya tertuang dalam : 

➢ SPO Penyelasaian Konflik Dengan Masyarakat (No.Dok. SO-4-05 Rev.0) tanggal 

25 Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, 

dan disetujui oleh Direktur.  

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan 

tujuan; penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil 

kegiatan dan waktu kegiatan. 

Hasil telaahan terhadap SOP Resolusi Konflik PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang ada 

belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor : P.5 Tahun 2026 jo. Lampiran V 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada pemegang 

PBPH.  

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Kelola Sosial  tidak 

ditemukan bukti rekaman sosialisasi prosedur kepada masyarakat sekitar areal. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah 

mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum 

disepakati oleh para pihak. 

3. Verifier 4.2.3 

( Bobot : 1 ) 

 Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang 

didukung dengan pendanaan sebagai berikut : 

a) Sesuai SK Dirut PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 02/Kpts-MKPI/II/2024 

tanggal 5 Februari 2024 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi Resolusi 

Konflik PT Mutiara Kalja Permai Unit I, di camp sebagai penanggung jawab 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 40 dari 67 
 

Manager Camp (Yonky Kurniawan) dibantu oleh Prihatini Hayati S. (Kabag 

PMDH dan Kelola Lingkungan), Pemetaan (Rohan Sofianto), Satpam dan 

mengikutsertakan Kepala Desa Sekitar dan BPD, akan tetapi tidak dilengkapi 

dengan job description               

b) Dalam hal pendanaan resolusi konflik, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 

menyusun Rencana Kerja Anggaran Pemetaan Identifikasi Potensi Konflik 

sebagai berikut : 

✓ Tahun 2023 -  anggaran resolusi konflik Rp. 15.000.000,- 

✓ Tahun 2024 - tidak ada rencana anggaran resolusi konflik (proses RKU dan 

RKT) 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan 

masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan 

mengikutsertakan Kepala Desa, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat, serta 

mengikut sertakan pihak Muspika. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang 

melibatkan para pihak, akan tetapi tidak dilengkapi dengan job description dan 

didukung sebagian pendanaan  sesuai tahapan penyelesain konflik. 

4. Verifier 4.2.4 

( Bobot : 1) 

 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki hasil identifikasi potensi konflik yang ada di 

arealnya meliputi  : 

1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 PT Mutiara 

Kalja Permai Unit I Tahun 2023 (berdasar Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo. 

lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021) 

2. Rencana Anggaran Resolusi Konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I  

Tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian : 

a) Pemanfaatan HHBK di sekitar areal kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 

sebesar Rp. 5.500.000,- 

b) Pemenfaatan HHK di sekitar areal kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 

sebesar Rp. 5.000.000,- 

c) Perladangan Masyarakat disekitar/diluar areal kerja PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I, sebesar Rp. 4.500.000,- 

 

3. Untuk Tahun 2024 tidak tersedia anggaran penyelesaian konflik karena PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I tidak ada kegiatan operasional di lapangan (proses 

penyusunan RKU dan RKT). 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun rencana sebagian resolusi konflik 

berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik sesuai dengan dengan peraturan 

PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), serta dalam penyusunan rencana resolusi 

konflik belum melibatkan para pihak. 

 

5. Verifier 4.2.5 

( Bobot : 2 ) 

 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah  menyusun realisasi kronologis penanganan 

konflik yang ada di arealnya, selama periode audit tidak ada konflik yang telah 

diselesaikan karena berdasarkan hasil pemetaan konflik potensi konflik  berada diluar 

areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Nihil). 

Dalam upaya penyelesaian konflik PT Mutiara Kalja Permai Unit I selalu 

mengikutsertakan para pihak Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Muspika setempat.  

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun realisasi kronologis penanganan konflik 

berupa kegiatan Sosialisasi dan Patroli, akan tetapi belum membuat laporan secara 

periodik setiap semester (6 bulan) dan menyampaikan kepada instansi yang 

berwenang. 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 14 / 21 ) x 100% = 66,67 %  (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

16) Indikator 4.3 :  

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

1. Verifier 4.3.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

oleh pemegang PBPH.  

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen/laporan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam : 

1. Peta Sebaran Desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah desa Muara 

Tiq dan Muara Belinau Kec. Tabang 

2. Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode tahun 2016 - 2025, sesuai 

SK. KemenLHK Nomor : 8100 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, dalam dokumen 

tersebut terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I (termasuk kegiatan kelestarian fungsi sosial) dan desa-desa yang 

ada di sekitar areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I. 

3. BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun  2023 (sesuai 

kegiatannya), termasuk pembayaran Fee Produksi. 

4. Pemanfaatan Tenaga kerja lokal PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2024,  

sebesar 46,43 %.  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai Unit I  tidak 

memiliki dokumen/laporan terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di areal 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan informasi terkait dengan dampak sosial yang timbul 

akibat kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai Unit I  terhadap masyarakat 

sekitar areal. 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I  memiliki sebagian dokumen atau data  dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, namun belum 

diperbaharui. 
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2. Verifier 4.3.2 

( Bobot : 1 ) 

 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual :  2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran 

serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan  (No. Dok. SO-4-01 Rev.-) tanggal 25 

Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan 

disetujui oleh Direktur 

2. SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat  (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) 

tanggal 25 Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki 

Kurniawan, dan disetujui oleh Direktur 

3. SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 25 

Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan 

disetujui oleh Direktur 

4. SPO Pembayaran Dana Kompensasi (No.Dok. SO-6-5 Rev.0) Februari 2023, 

dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan disetujui 

oleh Direktur 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan 

tujuan; penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil 

kegiatan dan waktu kegiatan. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, pada SOP tersebut belum mencantumkan 

Referensi/Acuan Peraturan yang berlaku/terbaru.  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum memiliki prosedur/SOP terkait peningkatan 

aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat 

(seperti : kemitraan dan atau koperasi), yang telah direncanakan dalam dokumen 

revisi RKUPH periode 2016-2025. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki 

sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif 

masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat. 

3. Verifier 4.3.3 

( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan 

aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang memuat rencana peningkatan aktivitas 

ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang 

dalam : 

1. Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode tahun 2016 - 2025, sesuai 

SK. KemenLHK Nomor : 8100 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, dalam dokumen 

tersebut terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I (termasuk kegiatan kelestarian fungsi sosial) dan desa-desa yang 

ada di sekitar areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

2. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I Tahun 2022 

3. RKTPH Tahun 2023 & tahun 2024 PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak tersedia 
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4. Rencana Operasional Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2023, 

sedang RO tahun 2024 tidak ada rencana kegiatan (proses penyusunan RKU dan 

RKT). 

5. Kesepakatan terkait Fee Kompensasi/ Dana Pembangunan desa dan kegiatan 

kelola sosial lainnya dengan desa binaan 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I yang terdapat dalam Dokumen RKUPH, RKTPH dan Rencana 

Operasional Kelola Sosial yang dilaksanakan pada tahun berjalan, masih belum 

sinkron/sesuai antara rencana jangka panjang dengan rencana yang ada dalam RKT 

maupun rencana kelola sosial. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 

kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat kurang lengkap dan baru sebagian  mengakomodir aspirasi 

masyarakat. 

3. Verifier 4.3.4 

( Bobot : .2) 

 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan 

ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

:  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan 

ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal Tahun 2024 sebesar 46,43 % ( 

ada 13 orang dari 28 karyawan) 

- Kontraktor Perakitan terdapat 1 (satu) kontraktor berasal dari lokal, atau 100 % 

- Kemitraan dengan masyarakat masih belum ada, atau sebesar 0 % 

- Kerjasama dengan koperasi sekitar areal masih  belum ada, atau sebesar 0% 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I  sebesar : 

                            ( 46,43 + 100 + 0 +0) % : 4 = 36,61 % (< 50 %) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan 

ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 36,61 % (< 50%) dari 

rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 10/15 ) x 100% = 66,67 %   (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

17) Indikator 4.4 :  

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

1. Verifier 4.4.1 

( Bobot : .2 ) 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Pemegang PBPH  

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan 

masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :  
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✓ Pembayaran fee produksi/ Dana pembanguan desa sesuai kesepakatan 

✓ Bantuan BBM solar desa Muara Tiq 

✓ Perbaikan jalan menuju desa binaan /jalan tani  

✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan 

masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya 

melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum 

komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, namun belum disepakati program prioritas dan 

pada periode audit (tahun 2023 - 2024) tidak ada kegiatan operasional di lapangan 

(proses penyusuna RKUPH dan RKTPH). 

 

2. Verifier 4.4.2 

( Bobot : .1) 

 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas 

dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 

identifikasi tertuang dalam dokumen : 

 

✓ Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Periode Tahun 2016 - 2025  

✓ RKTUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2022 

✓ RKTUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2023 & 2024, tidak tersedia  

✓ Rencana Operasional Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2023, 

sedang RO Tahun 2024 tidak terdapat rencana kegiatan kelola sosial (RKT belum 

terbit) 

✓ Kesepakatan terkait Fee Kompensasi/ Dana Pembangunan desa dan kegiatan 

kelola sosial lainnya dengan desa binaan 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar (Kades 

Muara Tiq dan Kades Sidomulyo) diperoleh informasi bahwa masyarakat telah 

mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab 

sosial dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I, namun baru sebagian yang telah 

diimplementasikan (tahun 2023 - 2024 tidak ada kegiatan operasional di lapangan). 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas 

dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 

identifikasi. 

 

3. Verifier 4.4.3 

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung 

jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : 
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a) SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan  (No. Dok. SO-4-01 Rev.-) tanggal 25 

Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan 

disetujui oleh Direktur 

b) SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat  (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) 

tanggal 25 Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki 

Kurniawan., dan disetujui oleh Direktur 

c) SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 25 

Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan 

disetujui oleh Direktur 

d) SPO Pembayaran Dana Kompensasi (No.Dok. SO-6-5 Rev.0) Februari 2023, 

dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki Kurniawan, dan disetujui 

oleh Direktur 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan 

tujuan; penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil 

kegiatan dan waktu kegiatan. 

 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut  belum dilengkapi dengan 

referensi/acuan peraturan yang terbaru serta belum mengakomodir implementasi 

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar 

seperti : pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama kemitraan atau koperasi. 

 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki sebagian mekanisme terkait implementasi 

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menjamin terlaksananya 

program prioritas yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai 

ketentuan. 

 

4. Verifier 4.4.4 

( Bobot : 2) 

 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar dengan bukti : 

1. BA Sosialisasi Visi dan misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 

Masyarakat Desa Muara Tiq PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tanggal 11 

September 2024 (peserta 16 orang) 

2. BA Sosialisasi Visi dan misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 

Masyarakat Desa Sidomulyo PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tanggal 11 

September 2024 (peserta 18 orang) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak 

(Desa Muara Tiq dan Sidomulyo), akan tetapi belum disampaikan program prioritas 

tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Mutiara Kalja Permai Unit I kepada masing-

masing desa binaan. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 

terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan namun hanya 

sebagian. 
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5. Verifier 4.4.5 

( Bobot : 2) 

 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. 

 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual :  2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Audit Khusus Pengaktifan kembali S-PHL Penilikan ke-4 (Tahun 2024), 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial 

Tahun 2023 & 2024  

 

Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I selama periode 

Penilikan ke-4 adalah sebagai berikut : 

✓ Tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 185.250.000,- dari rencana Rp. 197.500.000,- 

( atau 93,79 %) 

 

✓ Tahun 2024 tidak terdapat rencana dan realisasi kelola sosial karena tidak ada 

RKT Tahun 2024 (masih dalam proses)  

     

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki sebagian realisasi pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan, dan sebagian sudah 

dilaporkan ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim terdapat bukti 

tanda terima). 

 

❖ Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2023 meliputi : 

a) Honor Perangkat Desa (4 desa), Muara Tiq, Sidomulyo, Umaq Tukung dan 

Umaq Dian 

b) Bantuan BBM desa Muara Tiq (untuk penerangan) 

c) Dana Pembangunan Desa Sidomulyo (Rp. 100 Jt/thn) 

d) Dana Pembangunan Desa Umaq Tukung (20 jt) dan Umaq Dian (15 jt) 

e) Dana Operasional Desa Umaq Dian 

f) Kerjasama Perakitan & Penarikan rakit dengan masyarakat  

g) Pemanfaatan tenaga kerja lokal sebesar 46,43 % 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 16 / 24 ) x 100% = 66,67 %  (SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2  

 

18) Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial.  

 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen dan bukti implementasi terkait 

sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam :  

• Peraturan perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode 2023 - 2025 yang 

telah disahkan Kepala  Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : 

500.15.12.1/4673/ B.PHI & Jamsostek/2023 tanggal  02 Oktober 2023 dengan 

masa berlaku sampai 1 Oktober 2025, dan dilengkapi BA Sosialisasi PP kepada 

karyawannya pada tanggal 2 Oktober 2023 (peserta 12 orang) 

• Di Lingkungan PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum terbentuk Serikat Pekerja 

namun terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
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Nomor : 11/SE/MKPI-Dirut/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Tentang Direksi PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I memberikan kebebasan terhadap karyawan dan 

karyawati di lingkungan PBPH untuk mendirkan/membentuk Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh. 

• PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum memiliki lembaga LKS Bipartit yang 

didaftarkan ke Disnakertrans 

• PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menjadi anggota APHI dengan  nomor 

peserta : 508 

• PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan, 

yang disampaikan kepada instansi terkait (bukti tanda terima pada tanggal 16 

Januari 2024). 

• Terdapat contoh SPK karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I an. Frans Prianto 

Yesene (PKWT) dan Rony Ardian (PKWT), telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

• Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. Hendri R. 

pada saat masuk kerja berumur 22 tahun dan 1 bulan. 

• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki  peraturan perundang-undangan 

ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia 

nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab 

IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 

Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 

tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I, diperoleh 

informasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki sebagian dokumen 

sarana hubungan industrial terhadap karyawannya dan baru sebagian yang telah 

diimplementasikannya. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen terkait sarana hubungan industrial 

yang legal, akan tetapi belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang disepakati. 

2. Verifier 4.5.2 

( Bobot : 1) 

 Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

NILAI KINERJA : Buruk  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang 

dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Mutiara Kalja Permai Unit I Periode 

Tahun 2023 - 2025, Bab VI Pasal 21 (Penilaian Prestasi Kerja) 

Pada periode audit tidak terdapat implementasi jenjang karir terhadap karyawan 

karena tidak ada kegiatan operasional di lapangan (vakum). 

Rincian implementasi jenjang karir PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebagai berikut : 

Tahun 2023 :  

✓ Tidak ada implementasi jenjang karir disebabkan tidak ada kegiatan operasional 

di lapangan (vakum), proses penyusunan RKUPH dan RKTPH 

Tahun 2024 :  
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✓ Tidak ada implementasi jenjang karir, proses penyusunan Revisi RKUPH dan 

RKTPH 

Telahaan terhadap struktur organisasi PT Mutiara Kalja Permai Unit I, masih 

ditemukan perangkapan jabatan oleh satu orang dan masih terdapat kekurangan 

Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut. 

Karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebagian besar berstatus sebagai karyawan 

kontrak (PKWT) 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang 

berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), akan tetapi tidak 

diimplementasikan (< 50 %), dan terdapat perangkapan jabatan oleh satu orang dan 

terdapat kekurangan Ganis PHL. 

3. Verifier 4.5.3 

( Bobot : 2 ) 

 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme terkait Pengembangan 

kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier yang dituangkan dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) PT Mutiara Kalja Permai Unit I Periode Tahun 2023 - 2025, Bab VI 

Pasal 22 (Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia)  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki rencana dan realisasi pengembangan 

kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, 

sebagai berikut : 

 

1. Tahun 2023, realisasi pelatihan mencapai =  100 % (realisasi 7 dari rencana 7 

orang).  

2. Tahun 2024, realisasi pelatihan mencapai =  75,00 % (sampai bulan 

September 2024 rencana 8 orang dan terealisasi 6) dan terdapat rencana 

pelatihan Ganis 2 (dua) orang dan sampai saat audit masih belum terealisasi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah merealisasikan 

pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan 

promosi, untuk tahun 2023 sebesar 100 % dan Tahun 2024 terealisasi 75,00 %, 

dengan rata - rata 87,5 % 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki pengembangan kompetensi SDM untuk 

pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan terealisasi 

rata-rata sebesar 87,5 %, akan tetapi masih terdapat kekurangan Ganis Kurpet dan 

Nenhut sudah direncanakan untuk mengikutsertakan Uji Kompetensi namun belum 

terealisasi, serta pelatihan yang direncanakan hanya sebatas pemenuhan Ganis 

sementara untuk pelatihan yang lain masih belum direncanakan. 

4. Verifier 4.5.4 

( Bobot : 2) 

 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kebijakan PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan pemenuhan terhadap hak-hak 

kesejahteraan karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I meliputi : 

a) Peraturan perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode 2023 - 2025, Bab 

VII-VIII Pasal 23 - 29 

b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 561/K.855/2022 tanggal 2 Desember 

2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, sebesar 

Rp 3.394.513,77.  
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c) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.838 /2023 tanggal 30 

November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

2024, sebesar Rp 3.536.506,28.   

d) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. HP dan HR, gaji yang diterima karyawan 

dan tunjangan lainnya diatas UMK Kab. Kutai Kartanegara yang berlaku, 

pembayaran lancar setiap akhir bulan. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2024  sebesar Rp. 

6.070.500,- dan bulan September 2024 sebesar Rp.6.070.500,- contoh kartu 

BPJS Ketenagakerjaan an. Wahyudi dan Saprani 

f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan September 2024  sebesar Rp. 

1.674.280,- dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp.6.070.500,-contoh kartu BPJS 

Kesehatan an. Wahyudi dan Saprani 

g) Surat Edaran Direktur Utama Nomor : 09/SE-MKPI-DIRUT/II/2024 tanggal 20 

Februari 2024 tentang Kerjasama antara PT MKP Unit I dengan Puskesmas 

Tabang terkait pengobatan karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

h) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp PT Mutiara Kalja Permai Unit I  Camp 

KM 56, secara umum cukup memadai, kondisi mess karyawan yang ada cukup 

layak,  terkait fasilitas kesehatan di Camp KM 56  tersedia Klinik Perusahaan 

dilengkapi 1 (satu) orang Paramedis dan apabila perlu rujukan dirujuk di 

Puskesmas yang ada Kecamatan Tabang (perjalanan 2 jam) 

 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. ASB & YI) dan bagian HRD PT Mutiara 

Kalja Permai Unit I diperoleh informasi bahwa, PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki  

kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya dan 

telah diterapkan sesuai standar yang berlaku. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 13 / 18 ) x 100% = 72,22 %  ( SEDANG) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

5. Standar VLHH Kayu 

1. Prinsip 1 :  

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 

1.1.1.a 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terkait dokumen Legal Kepastian Areal pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki izin pemanfaatan kayu hutan alam berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 

Agustus 2013  tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai Unit I Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±75.120 

Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.  SK berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2010 untuk jangka waktu 45 (empat puluh 

lima) tahun. SK IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I ditandatangani oleh Menteri 

Kehutanan; ZULKIFLI HASAN dan Salinan SK sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala 

Biro Hukum dan Organisasi; KRISNA RYA pada Tanggal 2 Agustsus 2013. 

Tersedia Peta Lampiran SK IUPHHK-HA, yaitu berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Mutiara 

Kalja Permai Unit I (Perpanjangan) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 
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Luas ± 75.120 Ha, Skala Peta 1:100.000.  Peta ditandatangani oleh Menteri Kehutanan; ZULKIFLI 

HASAN dan dicap stempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kahutanan Republik Indonesia Nomor: 

SK.857/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.553/MENHUT-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013.  

Perubahan yang dibuat adalah merubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinana 

Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara skala 1: 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I hampir 

seluruhnya terletak berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 74.544 Ha atau 

99,23% dan kawasan Hutan Lindung seluas 576 Ha. Atau 0,77%.  Hal ini diperkuat sesuai dengan 

surat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Dirjen Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan Kementrian LHK Nomor S.1092/IPSDH/PSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 14 

September 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPH PT Mutiara 

Kalja Permai Unit I. 

Selanjutnya dokumen legalitas Perseroan yang dapat diverifikasi pada PBPH PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I antara lain sebagai berikut:  

1. Akta pendirian perusahaan dari Notaris M.M.I Wiardi S.H., dengan Nomor : 42 tanggal 20 

Juni 1987 tentang Pendirian “PT Mutiara Kalja Permai Unit I” dan disahkan oleh Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan Nomor : AHU-37616.AH.01.02. Tahun 

2009 tanggal 6 Agustus 2009. 

2. Terdapat akta perubahan “PT Mutiara Kalja Permai Unit I” Nomor: 02 tanggal 23 September 

2020, oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H, dimana akte perubahan terakhir 

tersebut adalah perubahan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan. SK Menkumham 

No. AHU-AH.01.03-0390806 dengan daftar perseroan Nomor AHU-

0160982.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 September 2020. 

Komposisi Saham Perusahaan: 

a. Tn Djohan Tobing : 500 Saham 

b. Tn Sik Ronny Wongso : 170 Saham 

c. Tn Sik Rommy Wongso : 160 Saham 

d. Tn Sik Rudy Wongso : 170 Saham 

Susunan Pengurus Perusahaan sesuai akte perubahan terakhir : 

a. Komisaris Utama  : Sik Rudy Wongso 

b. Komisaris  : Djohan Tobing 

c. Komisaris  : Ir. H. Muhammad Saleh Selamat 

d. Direktur Utama : Edi Triono 

e. Direktur  : Maya Zulfani 

3. NPWP No. 01.329.140.6.722.000 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan alamat 

Jl. Basuki Rahmat RT.015, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota-Samarinda, Provinsi Kalimantan 

Timur 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu 912000129589 

tanggal 28 Februari 2019 dan Revisi Ke-1 tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan dari 
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sistem OS dengan KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan 

Lainnya dan 02121 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam. 

2. Verifier 

1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada) 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A)  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan telaah terhadap dokumen Perubahan RKUPH periode 2016-2025 serta hasil 

wawancara terhadap MR (Bp. Gazali Rahman), dapat diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan 

kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I. 

Dengan demikian maka verifier ini tidak diterapkan/not applicable (N/A). 

 

2. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 

2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- 

lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI (M)  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen RKUPH periode 2016 - 2025 

Terdapat Dokumen RKUPH berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk 

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2016 s/d 2025 dan telah disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 

April 2016.  Dokumen RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I dilengkapi lampiran peta Skala 1: 

50.000 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Edi Triono, S.Hut.) dan 

disetujui di Jakarta oleh  Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (IB Putera 

Parthama, PhD/NIP. 19590502 198603 1 001).  

Selanjutnya dokumen RKUPH berbasis IHMB periode tahun 2016 s/d 2025 telah berakhir masa 

berlakunya seiring dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: 8100 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2016 – 2025 

Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Proinsi Kalimantan Timur. 

Dokumen Perubahan RKUPH periode 2016 - 2025 

Terdapat dokumen Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016 - 2025 atas 

nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan sesuai Surat 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8100 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 

tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2016 - 2025 Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Terdapat dokumen lampiran Peta Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun 2016 

- 2025 skala 1: 100.000 untuk areal 75.120 Ha.  Peta dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH 

Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO No. Register 01220006804; diketahui oleh Direktur 

Utama PT Mutiara kalja Permai Unit I; EDI TRIONO, S.Hut. dan ditandatangani oleh an. Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; DR. Ir. 

AGUS JUSTIANTO, M.Sc. NIP. 19630807 198803 1 001. 

Beberapa point utama yang disebutkan dalam dokumen SK Perubahan RKUPH-PBPH periode 

Tahun 2016-2025 antara lain: 
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1. Penataan Areal Kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I seluas ± 75.120 Ha terdiri atas Kawasan 

Hutan Lindung seluas ± 4.883 Ha dan areal produksi seluas ± 70.237 Ha. 

2. Jenis kegitan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan Pemanfaaatan Hasil 

Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kegiatan 

pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon). 

3. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan system silvikultur TPTI dengan 

ketentuan: 

a. Etat luas maksimun ± 23.651 Ha/10 tahun, 

b. Etat volume maksimun sebesar ± 759.460,91 m3/10 tahun, 

c. Terget volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil Inventarisasi Tegakan 

sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling sebesar 100%. 

4. Rencana Penanaman Teknik SILIN pada areal TPTI meliputi: 

Penanaman Teknik SILIN seluas ±2.905 Ha/30 tahun atau seluas ± 97 Ha/tahun denngan 

jenis shore leprosula, S.parvifolia, S.Johorensis, S. platyclados, S. macrophylla dan S. 

Stenoptera daur 25 tahun dengan rincian tahun 2024 seluas 211 Ha dan tahun 2025 seluas 

296 Ha. 

5. Rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melelaui kemitraan kehutanan dengan 

pola agroforestry. 

6. Rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan 

karbon disesuaikan dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). 

Dokumen IHMB 

Bahwa berdasarkan surat Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor 53/MKP-SMD/XII/2015 

tanggal 16 Desember 2015, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melaksanakan kegiatan 

Inventarisasi utan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2016-2025. 

Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan IHMB pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

yang telah melaksanakan Kegiatan IHMB pada bulan September – Oktober 2015. 

Dokumen IHMB pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I terdiri: 

a. Buku Utama Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan IHMB 

b. Buku 1 s/d Buku 5 Detail inventarisasi 

c. Buku Data Tabulasi dan Data Potensi 

d. Peta peta lampiran. 

2. Verifier 

2.1.2.b. 

 Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi 

hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai  MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 1) Dokumen RKUPH periode 2016 – 2025 : 

Terdapat Dokumen RKUPH berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk 

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2016 s/d 2025 dan telah disahkan berdasarkan 
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Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 

April 2016.  Dokumen RKUPH dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh 

Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Edi Triono, S.Hut) dan disetujui oleh  Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (IB Putera Parthama, PhD/NIP. 19590502 198603 

1 001).  

Selanjutnya dokumen RKUPH berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode 

tahun 2016 s/d 2025 telah berakhir masa berlakunya seiring dengan terbitnya Surat Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8100 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 

tentang Persetujuan Perubahan RKUPH-PBPH Periode Tahun 2016 – 2025 Atas Nama PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I Provinsi Kalimantan Timur. 

2) Dokumen Perubahan RKUPH periode 2016 – 2025 : 

Terdapat dokumen Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016 - 2025 atas 

nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan sesuai Surat 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8100 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 

2024. 

Terdapat dokumen lampiran Peta Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun 2016 

- 2025 skala 1:50.000 untuk areal 75.120 Ha yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur 

Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I; EDI TRIONO S.Hut. 

Beberapa point utama yang disebutkan dalam dokumen SK Perubahan RKUPH-PBPH periode 

Tahun 2016-2025 antara lain: 

1. Penataan Areal Kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I seluas ± 75.120 Ha terdiri atas Kawasan 

Hutan Lindung seluas ± 4.883 Ha dan areal produksi seluas ± 70.237 Ha. 

2. Jenis kegitan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan Pemanfaaatan Hasil 

Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kegiatan 

pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon). 

3. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan system silvikultur TPTI dengan 

ketentuan: 

a. Etat luas maksimun ± 23.651 Ha/10 tahun, 

b. Etat volume maksimun sebesar ± 759.460,91 m3/10 tahun, 

c. Terget volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil Inventarisasi Tegakan 

sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling sebesar 100%. 

4. Rencana Penanaman Teknik SILIN pada areal TPTI meliputi: 

Penanaman Teknik SILIN seluas ±2.905 Ha/30 tahun atau seluas ± 97 Ha/tahun. 

5. Rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melelaui kemitraan kehutanan dengan 

pola agroforestry. 

6. Rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan 

karbon disesuaikan dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). 

 

3) Dokumen IHMB : 

Bahwa berdasarkan surat Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor 53/MKP-SMD/XII/2015 

tanggal 16 Desember 2015, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melaksanakan kegiatan 

Inventarisasi utan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2016-2025. 

Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan IHMB pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

yang telah melaksanakan Kegiatan IHMB pada bulan September – Oktober 2015. 
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4) Dokumen RKT Tahun 2023 dan 2024  

a) PT MKP Unit I tidak menyusun dan menetapkan RKT Tahun 2023. 

b) RKT Tahun 2024 telah disusun namun sampai dengan saat ini belum mendapatkan 

persetujuan karena belum selesainya validasi RKUPH di sistem SICAKAP, dan dari hasil 

penelaahan bahwa perubahan blok yang pernah diajukan oleh PT MKP Unit I tidak 

terakomodir didalam RKUPH perubahan Nomor 8100 Tahun 2024 Tanggal 4 Juni 2024. 

c) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tidak terdapat kegiatan penebangan di blok RKU 

yang dialokasikan untuk RKT 2023 dan 2024. 

  

5) Penugasan GanisPH CANHUT 

Terdapat penugasan GanisPH CANHUT pada saat audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL pada 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I atas nama ROHAN SOFFIANTO dengan No. Register 

01220006804 dengan Penugasan sesuai SiGANISHUT Nomor: 110323164 tanggal 27 Maret 

2023 dan Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT Nomor 113410472084 tanggal 7 Oktober 

2024.  Penempatan dan Penugasan berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2027. 

3. Verifier 

2.2.1.a. 

 Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

 Nilai  MEMENUHI (M) 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber 

Cruising pada areal URKTPH Tahun 2024 sebagai berikut: 

a. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada areal Blok TPTI RKTPH Tahun 2024. Masing 

masing Buku laporan hasil TC dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.000. 

Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan 

ditandatangani oleh GanisPH CANHUT; ROHAN SOFFIANTO dengan No. Register 

01220006804. 

b. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan ITSP Blok URKTPH 2024 tanggal 25 Oktober 

2023 yang dibuat oleh bagian Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO dengan No. 

Register 01220006804.  Kegiatan ITSP Blok URKTPH 2024 telah dilaksanakan pada areal 

sebanyak 27 petak seluas 2.228 Ha dengan perkiraan volume 79.199 m3. 

c. Terdapat dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan ITSP Blok URKTPH 2024 tanggal 25 

Oktober 2023.  Pakta Integritas ITSP RKTPH 2024 ditanda tangani oleh GanisPH Canhut 

ROHAN SOFFIANTO dengan No. Register 01220006804 dan Direktur Utama PT Mutiara 

Kalja Permai Unit I; EDI TRIONO, S.Hut. 

Hasil verifikasi lapangan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut : 

1) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti 

menggunakan ID Barcode serta label plastic ekolin warna merah, sedangkan pada pohon 

inti dengan menggunakan label plastic ecolin warna kuning dengan data/informasi yang 

diperlukan. 

2) Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber 

Cruising.  Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak W-18 

RKTPH 2024 serta peta penyebaran pohon pada petak W-18 RKTPH 2024. 

Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi antara lain: 

1) Pohon nomor 783 dengan label ID-Barcode 1901A67MKPI0000000 000258639 pada titik 

koordinat N: 000 58’ 22,63” dan E: 1150 48’ 18,88”. 

2) Pohon Inti nomor 778 pada petak W-18 RKTPH 2024 terletak pada titik koordinat N: 000 

58’ 22,62” dan E: 1150 48’ 18,87”. 
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3) Pohon Inti dnomor 788 pada petak W-18 RKTPH 2024 terletak pada titik koordinat N: 000 

58’ 22,66” dan E: 1150 48’ 18,52”. 

4) Pohon nomor 744 dengan label ID-Barcode 1901A67MKPI0000000 000258638 pada petak 

W-18 RKTPH 2024 terletak pada titik koordinat N: 000 58’ 22,83” dan E: 1150 48’ 18,28”. 

5) Pohon nomor 752 dengan label ID-Barcode 1901A67MKPI0000000 000258623 pada petak 

W-18 RKTPH 2024 terletak pada titik koordinat N: 000 58’ 22,71” dan E: 1150 48’ 17,78”. 

6) Pohon Inti nomor 724 pada petak W-18 RKTPH 2024 terletak pada titik koordinat N: 000 

58’ 23,22” dan E: 1150 48’ 17,44”. 

7) Pohon nomor 772 dengan label ID-Barcode 1901A67MKPI0000000 000258633 pada petak 

W-18 RKTPH 2024 terletak pada titik koordinat N: 000 58’ 22,34” dan E: 1150 48’ 17,20”. 

8) Tanda Jalur Timber Cruising Nomor 21 pada petak W-18 RKTPH 2024 pada titik koordinat 

N: 000 58’ 22,93” dan E: 1150 48’ 18,09”. 

9) Tanda Jalur Timber Cruising Nomor 20 pada petak W-18 RKTPH 2024 pada titik koordinat 

N: 000 58’ 22,30” dan E: 1150 48’ 17,14”. 

10) Tanda Jalur Timber Cruising Nomor 22 pada petak W-18 RKTPH 2024 pada titik koordinat 

N: 000 58’ 23,65” dan E: 1150 48’ 16,85”. 

4. Verifier 

2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh 

ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen lampiran Peta Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun 2016 

- 2025 skala 1: 100.000 untuk areal 75.120 Ha.  Peta dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH 

Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO No. Register 01220006804;  

Terdapat draft Peta RKTPH Tahun 2024 PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I skala 1 : 50.000. 

Peta dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO No. 

Register 01220006804. 

Terdapat dokumen Surat Keputusan Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 19/Kpts-

MKPI/XI/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I.  

Penetapan Kawasan Lindung pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai Surat Keputusan 

Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 19/Kpts-MKPI/XI/2024 tanggal 1 November 2024 

seluas ± 4.883 Ha yang terdiri: 

a) Kawasan Hutan Lindung seluas ± 576 Ha 

b) Kawasan Buffer Zone Hutan Lindung seluas ± 1.911 Ha 

c) Kawasan Kebun Benih seluas ± 600 Ha. 

d) Kawasan sempadan Sungai seluas ± 1.196 Ha. 

e) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas ± 600 Ha. 

Keberadaan areal dilindungi atau areal tidak boleh ditebang pada RKTPH Tahun 2024 tidak dapat 

diverifikasi seiring belum terbitnya dokumen RKTPH Tahun 2024. 

Namun demikian dapat diverifikasi bahwa Kawasan yang dilindungi telah digambarkan dengan 

jelas dalam draft peta RKTPH Tahun 2024 berupa Sempadan sungai serta areal buferzone 

dengan warna merah. Demikian pula pada peta Perubahan RKUPH-PBPH periode 2016-2025 

areal tidak boleh ditebang telah digambarkan deleniasinya dengan jelas menggunakan warna 

merah di peta. 
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Verifikasi lapangan telah dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 

1) Sempadan Sungai BELINAU yang terletak pada titik koordinat N: 000 57’ 38,82” dan E: 

1150 47’ 33,64”.   

2) Sempadan Sungai KEQ yang terletak pada titik koordinat N: 000 57’ 44,83” dan E: 1150 

45’ 40,00”.   

3) Sempadan Sungai BELINAU Km.85 yang terletak pada titik koordinat N: 000 56’ 22,93” 

dan E: 1150 47’ 43,23”.   

4) Sempadan Sungai MANAK yang terletak pada titik koordinat N: 000 58’ 07,41” dan E: 1150 

52’ 49,19”. 

5. Verifier 

2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat draft Peta RKTPH Tahun 2024 PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I skala 1: 50.000. 

Peta dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO No. 

Register 01220006804; dan diketahui oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I; EDI 

TRIONO S.Hut. 

Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) Blok URKTPH 2024 

yang telah dibuat pada tanggal 23 Februari 2023. Kegiatan PAK Blok URKTPH tahun 2024 telah 

dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s/d 22 Februari 2023.   

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai 

adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal URKTPH 2024 sebagai berikut: 

1. Tanda batas areal Blok RKTPH 2024 pada titik koordinat N: 000 58’ 21,97” dan E: 1150 48’ 

19,86”. Terdapat plang Blok RKT Tahun 2024.  

2. Tanda batas petak V-18 dan petak W-18 dalam areal Blok RKTPH 2024 pada titik koordinat 

N: 000 58’ 22,21” dan E: 1150 48’ 20,06”. Terdapat plang batas petak.  

3. Tanda batas petak W-18 dan petak W-19 dalam areal Blok RKTPH 2024 pada titik 

koordinat N: 000 58’ 36,65” dan E: 1150 48’ 38,05”. Terdapat plang batas petak.  

6. Verifier 

2.2.1.d. 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan pemegang PBPH untuk pemanfaatan kayu 

hutan alam yang menerapkan sistem Silvikultur TPTI dan tidak menerapkan sistem Silvikultur 

THPB pada areal kerjanya sehingga tidak melaksanakan penyiapan lahan untuk pembangunan 

HTI. 

 

3. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 

3.1.1. 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI (M) 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa selama periode audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL pada PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I (penilikan ke-4) selama 20 bulan terakhir (periode Maret 2023 s/d Oktober 2024) tidak 

terdapat aktifitas produksi pemanfaatan hasil hutan alam berupa kayu Log. Dengan demikian 

maka tidak terdapat pembuatan Buku Ukur maupun penerbitan LHP. 

Namun demikian, dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah berupaya untuk 

dapat melengkapai sarana prasarana maupun sumber daya untuk dapat melaksanakan kegiatan 

penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah yang telah menempatkan dan menugaskan GanisPH PKB 

sebagai Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama BASILIUS SUMARDANI 

dengan Nomor Register SiGANISHUT 23220006386.  

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara 

sebagai berikut: 

1) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 

SK.11/KPTS/MKP-I/SMD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Perubahan Penetapan 

Lokasi TPK Hutan berada di Km.81 (dalam areal PBPH), pada titik koordinat N: 000 55’ 

50,50’’ dan E: 1150 49’ 04,60” dengan Luas ± 2 Ha dan Kapasitas daya tampung: ± 20.000 

m3 di Kabupaten Kartanegara.  Hasil Verifikasi lapangan letak TPK Antara Km.81 berada 

pada titik koordinat N: 000 55’ 49,85” dan E: 1150 49’ 04,95’’, sesuai. 

2) Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 

522.110.1/051/KPTS/TPK-Antara/DK-II/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang lokasi TPK 

Antara pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I berada di Km.55 (diluar areal PBPH), 

pada titik koordinat N: 000 53’ 49,50’’ dan E: 1150 57’ 00,50” dengan Luas ± 1 Ha dan 

Kapasitas daya tampung: ± 10.000 m3 di Kabupaten Kartanegara.  Hasil Verifikasi 

lapangan letak TPK Antara Km.55 berada pada titik koordinat N: 000 53’ 40,49” dan E: 

1150 57’ 18,33’’, sesuai. 

3) Terdapat Surat Keputusan Diektur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 

SK.16/DIRUT/MKP-I/SMD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang lokasi TPK Antara 

IV Sungai Pedohon berada di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada titik 

koordinat N: 000 35’ 24,00’’ dan E: 1160 01’ 34,00” dengan Luas ± 2 Ha dan Kapasitas 

daya tampung: ± 20.000 m3 di Kabupaten Kartanegara. Hasil Verifikasi lapangan letak 

TPK Antara Pedohon berada pada titik koordinat N: 000 35’ 26,7” dan E: 1160 01’ 33,55’’, 

sesuai. 

4) Terdapat Surat Keputusan Diektur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 

SK.02/KPTS/MKP-I/SMD/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Perpanjangan Penetapan 

Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara VI) Muara Belayan Kecamatan Kota 

Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat N: 000 12’ 22,00’’ dan E: 1160 

35’ 07,00” dengan Luas ± 1 Ha dan Kapasitas daya tampung: ± 10.000 m3 di Kabupaten 

Kartanegara. 

Bahwa PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil 

Hutan Kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF.  

➢ Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH dan SiPNBP Online 

berdasarkan SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 05/KTPS-

MKPI/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi 

Penatausahaan Hasil hutan (SIPUHH) dan Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Si-PNBP) atas nama Basilius Sumardani (Kabag. Produksi) dan sebagai 

Operator SiPNBP atas nama Rohan Soffianto (Kasie. PAK). 

➢ Dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melengkapi sarana prasarana 

perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH 
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Online serta jaringan internet “Starlink” sehingga SIPUHH dapat dioperasikan dengan baik 

di Basecamp Gunung Botak PT Mutiara Kalja Permai Unit I. 

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I selama 

periode audit bulan April 2023 s/d Oktober 2024, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

1) Stok Awal pada bulan April 2023 sebanyak 143 batang dan volume 854,39 m3. 

2) Penambahan hasil produksi (LHP) selama periode audit sebanyak 0 batang dan volume 

0 m3 (NIHIL). 

3) Pengurangan yang terdiri DKDS, Penjualan ke industry dan BA Kayu Hilang/tenggelam 

sebanyak 143 batang dan volume 854,39 m3 

4) Stok akhir per Oktober 2024 sebanyak 0 batang dan volume 0 m3. 

Tidak dapat dilakukan kegiatan uji petik terhadap fisik batang dengan LHP serta uji petik 

pengukuran karena tidak terdapat sisa stok kayu bulat. 

2 Verifier 

3.1.2.a. 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan 

yang sah 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK selama periode audit khusus pengaktifan 

Kembali S-PHL, PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menerbitkan Dokumen SKSHHK dari 

TPK Hutan Km.81 ke TPK Antara I KM.55, dari TPK Antara I KM.55 ke TPK Antara IV Sungai 

Pedohon, dari TPK Antara IV Sungai Pedohon ke TPK Antara VI Muara Belayan.  Selanjutnya 

dari TPK Antara VI Muara Belayan ke Industry. 

Tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km.81 ke TPK Antara I Km.55, 

dari TPK Antara I Km.55 ke TPK Antara IV Sungai Pedohon, serta dari TPK Antara IV Sungai 

Pedohon ke TPK Antara VI Muara Belayan (NIHIL).  

Selanjutnya selama periode audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL (penilikan ke-4), PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara VI Muara 

Belayan ke Industry (penjualan) sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu Log sebanyak 71 

batang dengan volume sebesar 401,47 m3 dengan tujuan Industry CV. Sinar Meranti Mandiri, 

Desa Bloro Sebulu, Tenggarong. 

No Tgl Terbit No SKSHHK 
Volume 

Keterangan 
Btg M3 

1 KB.C.1443005 14-02-2023 18 113,40 CV. Sinar Meranti Mandiri, 

Tenggarong 2 KB.C.3184394 31-01-2024 53 288,07 

JUMLAH 71 401,47  

 

Terdapat dokumen Berita Acara Pemakaian Sendiri (DKDS) Nomor: 27/DKT/TPK Antara 

VI/MKPUI/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Daftar Kayu yang Dipergunakan Sendiri 

(DKDS) keterangan kayu tenggelam/hilang sebanyak 47 batang dan volume 277,09 m3.  Dan 

dokumen Berita Acara Pemakaian Sendiri (DKDS) Nomor: 28/DKB-AFKIR/TPK Antara 

III/MKPUI/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Daftar Kayu yang Dipergunakan Sendiri 

(DKDS) keterangan kayu afkir sebanyak 25 batang dan volume 175,83 m3.  Dokumen Berita 

Acara dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH PKB; SAPRANI. 
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Telah dilakukan uji petik kesesuain antara penerbitan dokumen SKSHHK dengan dokumen jual 

beli hasil hutan sebanyak 2 set dokumen angkutan (SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen 

jual beli/ invoice penjualan kayu yaitu sebagai berikut :  

1) Dokumen SKSHHK No. KB.C.1443005 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah 18 batang; 

volume 113,4 m3 dan tujuan penerima PT CV. Sinar Meranti Mandiri, Desa Bloro Sebulu, 

Tenggarong, telah sesuai dengan dokumen invoice tanggal 14 Februari 2023;  

2) Dokumen SKSHHK No. KB.C.3184394 tanggal 31 Januari 2024 dengan jumlah 53 batang; 

volume 288,07 m3 dan tujuan penerima CV. Sinar Meranti Mandiri, Desa Bloro Sebulu, 

Tenggarong, telah sesuai dengan dokumen invoice tanggal 14 Februari 2023; 

Terdapat 3 (tiga) titik simpul penatausahaan kayu bulat pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I, yaitu TPK Hutan Km.81, TPK Antara Km.55, TPK Antara Sungai Pedohon dan TPK Antara 

Muara Sungai Belayan. 

Berdasarkan arsip dokumen LMKB yang dapat diverifikasi, mutasi kayu bulat pada PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I antara lain sebagai berikut: 

Tabel: Mutasi kayu bulat pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

No. Uraian 

TPK Hutan 

Km.81 

TPk Antara 

Km.55 

TPK Antara 

Pedohon 

TPK Antara 

Muara Belayan 

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3 

1. Stok awal 0 0 0 0 0 0 143 854,39 

2. Penambahan         

a. LHP 0 0 - - - - - - 

b. Dari TPK hutan - - 0 0 0 0 0 0 

c. Dari TPK Antara - - - - 0 0 0 0 

3. Pengeluaran         

a. Keluar dari TPK Hutan 0 0 - - - - - - 

b. Keluar dari TPK Antara - - 0 0 0 0 71 401,47 

c. DKDS 0 0 0 0 0 0 72 452,92 

4. Stok Akhir 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guna kelancaran pelaksanaan penata usahaan hasil hutan kayu, PBPH PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I telah menunjuk dan menugaskan personil GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun 

sebagai P3KB dengan rincian sebagai berikut: 

1) Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai P2SKSHHK pada 

wilayah TPK Hutan Km.81 dan TPK Antara I Km. 55 PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

atas nama HERYANTO PRATAMA KO dengan Nomor Register SiGANISHUT 23220006847. 

2) Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai P2SKSHHK pada 

wilayah TPK Antara IV Sungai Pedohon dan TPK Antara VI Muara Belayan pada PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I atas nama SAPRANI dengan Nomor Register SiGANISHUT 

23220006888. 

3) Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Petugas Penerima 

dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) atas nama BASILIUS SUMARDANI dengan Nomor 

Register SiGANISHUT 23220006386. 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara 

sebagai berikut: 

1) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 

SK.11/KPTS/MKP-I/SMD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Perubahan Penetapan 

Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) berada di Km.81 (dalam areal 

PBPH), pada titik koordinat N: 000 55’ 50,50’’ dan E: 1150 49’ 04,60” dengan Luas ± 2 Ha 

dan Kapasitas daya tampung: ± 20.000 m3 di Kabupaten Kartanegara. Hasil Verifikasi 
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lapangan letak TPK Antara Km.81 berada pada titik koordinat N: 000 55’ 49,85” dan E: 

1150 49’ 04,95’’. 

2) Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 

522.110.1/051/KPTS/TPK-Antara/DK-II/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang lokasi TPK 

Antara pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I berada di Km.55 (diluar areal PBPH), 

pada titik koordinat N: 000 53’ 49,50’’ dan E: 1150 57’ 00,50” dengan Luas ± 1 Ha dan 

Kapasitas daya tampung: ± 10.000 m3 di Kabupaten Kartanegara. Hasil Verifikasi 

lapangan letak TPK Antara Km.55 berada pada titik koordinat N: 000 53’ 40,49” dan E: 

1150 57’ 18,33’’. 

3) Terdapat Surat Keputusan Diektur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 

SK.16/DIRUT/MKP-I/SMD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang lokasi TPK Antara 

IV Sungai Pedohon berada di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada titik 

koordinat N: 000 35’ 24,00’’ dan E: 1160 01’ 34,00” dengan Luas ± 2 Ha dan Kapasitas 

daya tampung: ± 20.000 m3 di Kabupaten Kartanegara. Hasil Verifikasi lapangan letak 

TPK Antara Pedohon berada pada titik koordinat N: 000 35’ 26,7” dan E: 1160 01’ 33,55’’, 

sesuai. 

4) Terdapat Surat Keputusan Diektur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 

SK.02/KPTS/MKP-I/SMD/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Perpanjangan Penetapan 

Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara VI) Muara Belayan Kecamatan Kota 

Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat N: 000 12’ 22,00’’ dan E: 1160 

35’ 07,00” dengan Luas ± 1 Ha dan Kapasitas daya tampung: ± 10.000 m3 di Kabupaten 

Kartanegara. 

Bahwa PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil 

Hutan Kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF.  

➢ Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH dan SiPNBP Online 

berdasarkan SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 05/KTPS-

MKPI/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi 

Penatausahaan Hasil hutan (SIPUHH) dan Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Si-PNBP) atas nama Basilius Sumardani (Kabag. Produksi) dan sebagai 

Operator SiPNBP atas nama Rohan Soffianto (Kasie. PAK). 

➢ Dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melengkapi sarana 

prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional 

SIPUHH Online serta jaringan internet “Starlink” sehingga SIPUHH dapat dioperasikan 

dengan baik di Basecamp Gunung Botak PT Mutiara Kalja Permai Unit I. 

3. Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan 

dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan pada saat audit Penilikan ke-3 

(Februari 2023) dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan seluruh kayu yang sudah 

di LHP kan sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi : 

a) Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning  

b) Label dengan ecolin warna merah atau warna kuning dengan tulisan warna hitam untuk 

keterangan nomor produksi kayu log. 

Tidak dapat dilakukan kegiatan uji petik terhadap fisik fisik penandaan kayu bulat serta uji petik 

lacak balak kayu yang ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, dokumen LHP, buku 
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ukur, sampai tunggul dipetak tebangan sehubungan dengan tidak ada obyek yang dapat diamati 

(Stok kayu bulat nihil). 

Kegiatan lacak balak dapat dilakukan berdasarkan data pada SIPUHH online mulai dari 

penerbitan SKSHHK, Penerbitan LHP, penerbitan Buku Ukur sampai denga nasal petak 

tebangan atas kayu bulat yang dimaksud. 

4. Verifier 

3.2.1.a. 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa selama periode audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL pada PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I (penilikan ke-4) selama 20 bulan terakhir (periode Maret 2023 s/d Oktober 2024) tidak 

terdapat aktifitas produksi pemanfaatan hasil hutan alam berupa kayu bukat. Dengan demikian 

maka tidak terdapat kewajiban atas pembayaran PNBP atas DR dan PSDH. 

Namun demikian, dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah berupaya untuk 

dapat melengkapi sarana prasarana maupun sumber daya untuk dapat melaksanakan kegiatan 

penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH dan SiPNBP Online pada PBPH 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

Nomor: 05/KTPS-MKPI/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Operator Sistem 

Informasi Penatausahaan Hasil hutan (SIPUHH) dan Operator Sistem Informasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Si-PNBP) atas nama PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I.   

Sesuai SK, sebagai Operator SIPUHH atas nama Basilius Sumardani (Kabag. Produksi) dan 

sebagai Operator SiPNBP atas nama Rohan Soffianto (Kasie. PAK). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat 

pelaksanaan audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL, PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH. 

11 Verifier 

3.3.1.a. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan audit saat ini adalah audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL (penilikan ke-4) pada 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari (PHPL) dengan Predikat SEDANG dengan Nomor Sertifikat PHL  038.SPHPL.019-IDN 

Revisi Ke-2 tanggal 28 Agustus 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025. 

Terdapat Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima 

Karya. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 038.SPHPL.019-

IDN berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2025. 

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode didokumen SKSHHK 

bergambar Logo V-Legal bertuliskan “038.SPHPL.019-IDN”. 

 

Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI (M) 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen AMDAL, dan kelengkapannya berupa dokumen Rencana Pengelolaan  

Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan  Lingkungan (RKL) atas nama HPH PT. Wana 

Rimba Kencana   Nomor: 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang 

telah disetujui Komisi Pusat Amdal Dephut (sebelum perpanjangan). 

Dasar acuan AMDAL atas nama HPH PT Wana Rimba Kencana (seperti diatas) digunakan 

sebagai dokumen izin lingkungan atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Hasil telaahan Dirjen Planologi sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor S.671/VII-

WP3H/2013 tanggal 13 Mei 2013, areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I (d.h 

PT. Wana Rimba Kencana) menjadi luas ± 75.120 Ha, yang tercantum pada butir 

Menimbang dari SK. IUPHHK-HA Nomor : SK.553/MENHUT-II/2013 tanggal 2 Agustus 

2013 tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT Mutiara Kalja Permai Unit 

I Seluas ± 75.120 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; 

2. Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor :  

660.02/1030/B.1.2/DLH / 2018 tanggal 13 Agustus 2018  tentang Arahan Penyusunan 

dokumen Lingkungan PT Mutiara Kalja Permai Unit I; 

3. Surat permohonan Advis Tehnis kedua dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I kepada Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dengan No Surat 26/MKP-

I/SMD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengenai perbedaan luas PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I d.h PT. Wana Rimba Kencana. 

2. Verifier 

4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Audit Khusus Pengaktifan Kembali S-PHL PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

(penilikan ke-4), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) tidak mengalami perubahan yaitu: 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen AMDAL /RKL-RPL berupa dokumen 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) atas 

nama HPH PT. Wana Rimba Kencana   Nomor: 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 

seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan (sebelum 

perpanjangan). 

Dasar acuan dokumen RKL dan RPL atas nama PT Wana Rimba Kencana menjadi dokumen 

izin lingkungan atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dalam melakukan kegiatannya sesuai 

dengan SK. IUPHHK-HA yang disetujui oleh Menteri Kehutanan sebagai Pemberian 

Perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT Mutiara Kalja permai Unit I (d. h. PT Wana Rimba 

Kencana) seluas ± 75.120 Ha). 

3. Verifier 

4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi 

dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai denganmatrik 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL 

pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan 

lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL 

pada tahun 2023 dan Tahun 2024.  Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL 

untuk Semestar I Tahun 2023, Semestar II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024. 
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Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda berdasarkan bukti tanda terima 

pada periode audit yaitu: 

1) Penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL Semester I Tahun 2023 tertanggal 26 Juli 

2023; 

2) Penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL Semester II Tahun 2023 tertanggal 30 

Januari 2024; 

3) Penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL Semester I Tahun 2024 tertanggal 31 Juli 

2024. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan yang dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I antara lain: 

a. Pengelolaan Sempadan Sungai BELINAU yang terletak pada titik koordinat N: 000 57’ 

38,82” dan E: 1150 47’ 33,64”.   

b. Pengelolaan Sempadan Sungai BELINAU yang terletak pada titik koordinat N: 000 56’ 

17,31” dan E: 1150 47’ 35,82”.   

c. Pengelolaan Sempadan Sungai KEQ yang terletak pada titik koordinat N: 000 57’ 44,83” 

dan E: 1150 45’ 40,00”.   

d. Pengelolaan Sempadan Sungai BELINAU Km.85 yang terletak pada titik koordinat N: 000 

56’ 22,93” dan E: 1150 47’ 43,23”.   

e. Pengelolaan Sempadan Sungai MANAK yang terletak pada titik koordinat N: 000 58’ 

07,41” dan E: 1150 52’ 49,19”.   

f. Terdapat kegiatan pengelolaan lingkungan berupa Penanaman kanan kiri jalan, 

penanaman tanah kosong antara lain terletak pada koordinat N: 000 56’ 13,71” dan E: 

1150 47’ 33,10”; koordinat N: 000 57’ 25,03” dan E: 1150 45’ 51,87”. 

g. Terdapat kegiatan pemantauan curah hujan di sekitar Basecamp Gunung Botak pada titik 

koordinat N: 000 53’ 23,24” dan E: 1150 58’ 37,61”. 

h. Terdapat kegiatan pemasangan papan Indeks Rawan Kebakaran (FDR: Fire Danger 

Rating) yang ditempatkan di sekitar Basecamp Basecamp Gunung Botak pada titik 

koordinat N: 000 53’ 23,24” dan E: 1150 58’ 37,61”. 

i. Terdapat kegiatan Pengelolaan Embung Air pada titik koordinat N: 000 57’ 40,20” dan E: 

1150 45’ 40,88”. 

j. Terdapat kegiatan pemantauan Erosi dengan menggunakan metode bak erosi pada titik 

koordinat N: 000 57’ 26,45” dan E: 1150 45’ 53,99”. 

k. Terdapat kegiatan Pembangunan Persemaian (Nursery) yang ditempatkan di sekitar 

Basecamp Gunung Botak pada titik koordinat N: 000 53’ 26,15” dan E: 1150 58’ 37,93”. 

l. Pemasangan plang himbauan dilarang melakukan kegiatan menebang pohon, membuka 

lahan, membakar, berburu dan menangkap satwa dilindungi. 

m. Pemasangan plang himbauan Bahaya Kebakaran yang antara lain dilarang membuat api 

dan membuang puntung rokok,  

n. Kegiatan pengelolaan Dampak social berupa pemberian bantuan yang bersifat rutin 

maupun bantuan yang bersifat sekali kegiatan. 

o. Upaya Kelola lingkungan social berupa penerimaan masyarakat local setempat sebagai 

karyawan sesuai Pendidikan dan kompetensinya 
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4. Indikator 1.5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 

5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 di PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I.  Dokumen dibuat dengan No. Dokumen: SO-2-05 tanggal terbit 

22 Oktober 2025 Revisi 0. Dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko 

K3 ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2024 oleh Tim P2K3; AGUS SETIA BUDI, 

Mengetahui Ketua P2K3; YONKY KURNIAWAN dan disetujui oleh Manager Camp; YONKY 

KURNIAWAN. 

Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 di PBPH PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I meliputi: Kegiatan memasak Dapur, Kegiatan di Persemaian, Kegiatan Skidding/Tarik 

Kayu, Kegiatan Penebangan (Chainsaw), Kegiatan Pembuaatan Jalan, Kegiatan Pengangkatan 

Kayu Log, Kegaiatan Pengangkutan Kayu Log, Operasional Genset, Kegiatan Instalasi Jalur 

Listrik, Pengelolaan Tabung Oksigen dan Acetylene, Kegiatan operasional Mesin Bubut, 

Kegiatan Pengelasan. 

Pada periode audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL (penilikan ke-4) pada PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I, terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: SO-2-03, Revisi 

ke-0 tanggal terbit Mei 2016.   Dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dibuat dan ditandatangani oleh GAZALI, diperiksa oleh YONKI 

KURNIAWAN dan disetujui oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I; EDI TRIONO 

S.Hut pada tanggal 23 Mei 2016. 

Terdapat SK Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. 

Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai Sk Direktur Utama Nomor: 02/Kpts-MKPI/I/2021 tanggal 12 

Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I; EDI 

TRIONO S.Hut pada tanggal 12 Januari 2021, 

Adapun susunan anggota pengurus P2K3 sesuai SK tersebut adalah sebagai berikut: 

- Ketua   : Yonky Kurniawan 

- Sekretaris : Yeptanus Ingan 

- Pelaksana Harian K3 : Agus Setia Budi 

- Anggota  : Sugeng, Rony Ardian, Hadi Purnomo. 

2. Verifier 

5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 di PBPH PT 

Mutiara Kalja Permai Unit I.  Dokumen dibuat dengan No. Dokumen: SO-2-05 tanggal terbit 

22 Oktober 2025 Revisi 0.  

Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Mutiara Kalja 

Permai Unit I tanggal 30 September 2024 terdiri dari peralatan K3 berupa APD dan peralatan 

lainnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada.   
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Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling 

diantaranya: 

❖ Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, 

Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan 

sebagainnya.  

❖ Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil 

pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut 

pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. 

❖ Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil 

yang ada di lapamagan,  

❖ Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelakaan. 

❖ Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor.  Karena 

menggunakan system lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka 

rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur. 

3. Verifier 

5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit, yaitu bulan Januari 2023 

sampai dengan bulan September 2024. Berdasarkan hasil verifikasi Catatan Kecelakaan Kerja 

dapat diketahui bahwa pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat kejadian 

kecelakaan kerja atau NIHIL. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajeman representatife Bapak Gazali Rahman, 

diketahui bahwa terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan 

antara lain: 

1. Penggunaan APD saat bekerja. 

2. Menyiapkan Kotak P3K dan obat-obatan untuk tindakan emergency apabila terjadi 

kecelakaan kerja. 

3. Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. 

4. Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun 

alat berat. 

5. Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. 

6. Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja pada saat baru bergabung dengan PT Mutiara 

Kalja Permai unit I. 

7. Mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS. 

Laporan kecelakan kerja atau Laporan Ketenagakerjaan pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

secara berkala telah disampaikan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur berdasarkan bukti penyampaian laporan. 

Terdapat surat pengantar Laporan Ketenagakerjaan No. 07/MKP/SMD/I/2024 tanggal 15 

Januari 2024 serta terdapat bukti tanda terima laporan berupa paraf dan cap stemple 

tertanggal 16 Januari 2024 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI (M) 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: Bahwa di lingkungan karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat pekerja, 

namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi 

karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor: 11/SE/MKP-Dirut/II/2014 

tanggal 23 Februari 2023 tentang Pekerja/Buruh diberi kebebasan untuk 

mendirikan/membentuk dan menjadi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan ketentuan 

yang berlaku.  Surat Edaran ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit 

I; EDI TRIONO, S.Hut. 

Hasil wawancara dari salah satu karyawan di lapangan serta wawancara dengan MR Bapak 

Gazali Rahman, maka diketahui bahwa sebagian besar karyawan di lapangan mengetahui 

bahwa karyawan di lapangan diberi kebebasan berserikat sesuai dengan ketentuan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) 

dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat 

pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai 

Unit I telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 

Pada periode audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL (penilikan ke-4) PT. Mutiara Kalja 

Permai Unit I telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2023 - 2025 dan 

telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor: 500.15.12.1/4673/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 2 Oktober 2023. Peraturan 

Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai Unit I mulai berlaku tanggal 2 Oktober 2023 sampai denan 

tanggal 1 Oktober 2025. 

Peraturan Perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Unit I terdiri atas 14 Bab dan 60 Pasal. 

6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT. Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen daftar karyawan per bulan Oktober 2024 

yang ditandatangani oleh Yonky Kurniawan selaku Manager Camp PT. Mutiara Kalja Permai 

Unit I.  

Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT. Mutiara Kalja 

Permai Unit I seluruhnya berjumlah 26 Orang yang terdiri atas 22 orang karyawan laki laki dan 

4 orang karyawan Perempuan. Dapat dipastikan tidak terdapat pekerja atau karyawan yang 

masih di bawah umur. 

Karyawan yang termuda PT Mutiara Kalja Permai Unit I bernama HENDRI R. yang lahir di 

Bilatalang (Tabang) tanggal 28 September 2002 dengan posisi/jabatan sebagai Scaller.  

HENDRI R. mulai masuk bergabung dengan PT Mutiara Kalja Permai Unit I pertanggal 1 

Oktober 2024. Dengan demikian maka pada saat audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL 

dilakukan yang bersangkutan telah berusia 22 tahun 2 bulan, sedangkan saat mulai kerja telah 

berusia 22 tahun 1 bulan. 
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4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No. lndikator Nilai Kinerja
lnd ikator

Nilai Kematangan/
Bobot lndikator

Nilai l(inerja
Maksimal lndikator

1 1 I BAIK J

2 SEDANG 2

1.3 SEDANG 2 c

1.4 SEDANG 2 3

1.5 SEDANG 2 3

o 2.1 SEDANG 2

7 2.2 SEDANG 2 3

Z.J SEDANG 2
,

2.4 BURUK 3

.,' E BURUK J

11 SEDANG 2 c
t)1

SEDANG 2 J

13. J.Z SEDANG 2

14. J.J BURUK 3

t3. SEDANG 2 c

16. SEDANG 2 3

4.1 SEDANG 2 J

4.2 SEDANG 2 J

19. 4.3 SEDANG 2 3

20 4.4 SEDANG 2 c

21 4.5 SEDANG 2 3

40

NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL 40 /63X 100 % = 63,49 o/o (SEDANG)

arinda, 26 November 2024
PT Trustindo Prima Karya
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